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A. Latar Belakang

Hadirnya laman parlemen (parliament’s website, parliament’s
homepage), media parlemen berbasis Internet, menarik untuk diapresiasi
sebagai kekuatan baru transformasi sosial. Kehadiran parlemen-elektronik
(electronic parliament, selanjutnya ditulis: e-parlemen®) dinilai sebagai ruang
publik yang baru dalam hal keterwakilan dan partisipasi rakyat di parlemen.
Pertumbuhan dan perkembangan e-parlemen diharapkan memberi pemaknaan
baru “kedaulatan rakyat” dalam pencapaian konsensus untuk fungsi legislasi,
penganggaran, dan pengawasan dalam parlemen. e-Parlemen dipahami
sebagai garansi politis untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi, serta perbaikan kerjasama antar-parlemen di tingkat global dan
lokal.

Menurut Samroni (2007), jika rakyat dan parlemen berada sama dalam
titik awal, maka niscaya akan bertemu dalam titik akhir. Kemanfaatan e-
parlemen adalah untuk mengelola politik keseharian parlemen, bukan melulu
pada saat reses atau ketika akan mengunggah berita rapat paripurna semata,
sehingga kebenaran secara jujur untuk norma kebaikan menjadi basis tindakan
bersama. Apa-apa yang diaspirasikan rakyat melalui e-parlemen akan

didiskusikan bersama para pihak dalam parlemen. Representasi kebanyakan
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dengan merujuk pada risalah-risalah World e-Parliament Report. Istilah “e-parlemen”
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suara rakyat (solus populi) akan berubah menjadi supremasi kepentingan
publik, yang selanjutnya memperoleh justifikasi dengan basis moral secara
hukum sebagai suprema lex melalui demokrasi representatif.

e-Parlemen juga menjadi jawaban dari modernisasi proses parlementer

dalam masyarakat informasi. Menurut Global Centre for ICTs in Parliament,

e-parlemen adalah jawaban strategis untuk demokrasi, good governance, dan
pencapaian tujuan pembangunan milenium (2010: iii). e-Parlemen merupakan
salah satu tindak lanjut dari amanah WSIS, Tunisia, November 2005, untuk
meningkatkan kerjasama antar-parlemen secara global dan regional guna
menjembatani kesenjangan digital. Dengan demikian, e-parlemen sekaligus
merupakan sinergisitas antar-parlemen untuk menjawab keterbatasan sumber
daya dan hambatan teknis.

Perubahan dan percepatan perubahan TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi, ICTs, Information and Communication Technologies) telah
merubah serta memperluas praktik demokrasi parlementer. TIK menjadi
kekuatan sosial untuk memperbanyak dan memperluas fungsi-fungsi parlemen
melalui e-parlemen. Dinyatakan secara berbeda, TIK telah mengglobalkan dan
melokalkan jejaring rakyat untuk mengapresiasi e-parlemen atau laman dewan
perwakilan rakyat/daerah. Di dalam keterhubungan antara parlemen dengan
TIK, penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga kecenderungan, yaitu (1) Evolusi
dari parlemen ke parlemen-yang-dimediasi-Internet (e-parlemen) di mana e-
parlemen diharapkan sebagai ruang publik yang baru atau ruang publik yang
didigitalkan dalam masyarakat informasi; (2) “Parlemen online” versus

“parlemen tradisional”; dan (3) Evolusi dari e-parlemen ke m-parlemen.

(1) Evolusi dari parlemen ke e-parlemen
Berdasarkan penelusuran pustaka, evoluasi dari parlemen menjadi
e-parlemen merupakan pertautan dan saling pengaruh antara parlemen dan
Internet, dengan beragam peristilahan yaitu “cyber-parliaments” (Judge,
1998); “virtual parliament” (Campbel, 1999); “digital parliament (PSA;
Zittel, 2004); “parliament 2.0” (Ferguson, 2008; O’Connor, 2011); “21st
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century parliament” (Bercow, 2013) “parliament’s online” (mySociety);
dan “mobile parliament” (MagilaTech). Penelitian ini memilih istilah “e-
parlemen” dengan merujuk pada laporan konferensi dua tahunan World e-
Parliament Report, yang dalam World e-Parliament Report 2012 (2012:
iX) memberi argumentasi tentang e-parlemen sebagai berikut,

“The use of new communication tools can help parliaments to

focus less on talking to citizens and more on listening to citizens,

and engage the public in a productive dialogue that promotes
citizen participation in the political process”.

Dengan e-parlemen, anggota parlemen lebih memperhatikan dan
mendengarkan suara warga yang diam serta melibatkan publik dalam
dialog produktif yang mempromosikan partisipasi warga dalam proses
politik. Berdasar rekapitulasi World e-Parliament Report 2012 (2012: 4),
terdapat 190 negara dengan ragam model parlemen beserta e-parlemen di
tingkat nasional sebagaimana Lampiran 1°.

Menurut Kingham (2003:31), e-parlemen didefinisikan sebagai,

“ICT can be used to make parliaments more efficient (e-
parliaments) to give greater access to government services (e-
government) and to make parliamentarians more representative (e-
democracy). All of these steps up the ladder are almost certainly
important and necessary for reinvigorating parliamentary
democracy. This is happening around the world and as long as the
dangers of exacerbating the democratic deficit and the digital
divide are adequately addressed real progress will be achieved in
these areas”.

Kingham berargumentasi bahwa penggunaan TIK membuat
parlemen lebih efektif (e-parlemen) dan pemerintah memberi layanan

lebih (e-government), sehingga parlemen akan lebih representatif (e-

demokrasi). Tahapan e-parlemen, e-government, dan e-demokrasi adalah
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Global Centre for ICT in Parliament menyiapkan World e-Parliament Report dengan
ketersediaan data mulai tahun 2008-2014. Sebagai inisiatif kemitraan dari UNDESA
(United Nations Department of Economic and Social Affairs) dan IPU (Inter-
Parliament Union), World e-Parliament Report menyediakan data berdasar survei
seluruh parlemen berbasis pemerintahan di seluruh dunia, termasuk parlemen
Indonesia atau DPR RI. Dalam hal ini, e-parlemen merupakan laman dengan
kedudukan yang sama dengan e-Government (electronic government).
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penting dan dibutuhkan untuk menyegarkan kembali demokrasi
parlementer sebagaimana tengah berlangsung dewasa ini.
Menurut pernyataan lembaga e-Parliament, e-parlemen adalah,

“... I1s building a new kind of international institution -- one that is
democratic and transparent, in which anyone can participate. The
e-Parliament has been created to address two major problems
facing humanity: a global democracy gap, and a problem-solving

gap”. s

Menurut Dass (2003), konteks keprihatinan lahirnya e-Parliament
adalah bahwa dunia kekurangan pemimpin global yang efektif yang
mampu menjalankan hal-hal secara efisien dan membuat impian
masyarakat utopis menjadi kenyataan. PBB, Uni Eropa, Organisasi
Perdagangan Dunia, Bank Dunia, dan lain-lain bukanlah lembaga yang
mampu untuk memunculkan perwakilan yang efektif, sehingga e-
Parliament menjadi jawaban strategis untuk memunculkan pemimpin

global.

(2) “Parlemen online” versus “Parlemen tradisional”

Kasus “parlemen online” versus “parlemen tradisional” dalam
pengalaman publik Indonesia adalah dengan gerakan “one click aktivism,”
yaitu penggunaan media sosial berbasis Internet untuk gerakan politik.
Mengutip Pramodhawardani (2009), adalah “parlemen online,” yaitu gerakan
rakyat melalui situs jejaring sosial berbasis Internet yang “menjalankan fungsi
parlemen sebenarnya, ... ikut mempengaruhi kebijakan publik yang
diputuskan kemudian”. Kasus dukungan Prita Mulyasari versus Rumah Sakit
Omni, Facebookers Dukung KPK, Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung
Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto, korban Ilumpur Lapindo,
penanganan penyintas Merapi, dan sebagainya, merupakan praktik parlemen

online, yang dalam penelitian ini dibedakan dengan e-parlemen®.

% Sejumlah kasus perkuatan opini publik di ranah siber dimulai dari kasus Prita

Mulyasari versus Rumah Sakit Omni, Facebookers Dukung KPK, Gerakan 1.000.000
Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Riyanto di media facebook.
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Dengan merujuk pemeringkatan Alexa, parlemen online lebih banyak
menggunakan situs jejaring Facebook. Pilihan situs ini mengalahkan google,
yahoo!, dan youtube. Misalnya, “parlemen online” memilih Facebook dengan
alamat http://facebook.com/pages/PARLEMEN-ONLINE/318813560206. Hal

ini merupakan kecenderungan menarik karena dari beragam situs jejaring
sosial yang teridentifikasi (Wikipedia, 2010; Mehra, 2015), bahasa Indonesia
merupakan bahasa yang paling banyak digunakan Facebook di Asia®. Dengan
Facebook, “one click aktivism” atau parlemen online hadir sebagai kekuatan
sosial tentang bentuk baru parlemen di mana lembaga “parlemen tradisional”
yang ada dianggap sudah tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan
permasalahan rakyat itu sendiri°.

Pergerakan rakyat dalam parlemen online menggeser rakyat dengan

identitas kewarganegaraan (citizenship) ke identitas online (netizenship)

Dalam kasus korban lumpur Lapindo dan penanganan penyintas Merapi, basis media
yang digunakan adalah laman yang disebar melalui media sosial. Korban lumpur
Lapindo memiliki konektivitas dengan Fanpage Facebook, Twitter, dan Facebook
Group Friends of Lapindo Victim, yang dapat diakses melalui telepon genggam, serta
diperkuat dengan aksi di dunia sosial. Sedangkan penyintas di Jalin Merapi (Jaringan
Informasi Lingkar Merapi) memanfaatkan jejaring Facebook, Twitter, YIM (Yahoo
Messenger), BB Messenger, SMS, dan streaming dari HT dan radio komunitas
sebagai “ciri khas” Combine Resource Institution sebagai pengelola dan relawan di
lapangan.

Sejauh ini, daftar media sosial terlengkap diunggah di halaman Wikipedia, “List of
Social Networking Websites” dengan catatan tentang linimasa masing-masing laman
media sosial. Daftar terbaru ditulis Gagan Mehra, “91 Leading Social Networks
Worldwide,” di laman Practical Ecommerce. Mehra merinci 91 media sosial menjadi
General Purpose Social Media Sites (31); Photo Sharing Networks (9); Lifestyle
Networks (13); Travel Networks (3); Mobile Networks (3); Video Networks (5);
Reunion Networks (3); Business Networks (3); Pre-teen, Teen, and Young Adult
Networks (3); Blogging Related (4); dan International Social Networks (14). Berdasar
tulisan Mehra tersebut, para penanggap menambahkan tujuh laman yaitu Crokes;
Sprybirds; Internations; Hisocio; Mibusy; FriendsConnectUp; dan eNetGet.

Lihat “Kekuatan Parlemen Online,” dalam http://news.okezone.com, 8 November
2009, data diunduh pada 18 Januari 2011; “Fenomena Parlemen Online,” Tajuk
Rencana Suara Merdeka, 9 Nopember 2009, data diunduh pada 18 Januari 2011;
Marshall Rommel, “Bubarkan DPR Ganti Parlemen Online,” 11 November 2009,
dalam http://m.politikana.com/baca/2009/11/11/bubarkan-dpr-ganti-parlemen-online,
data diunduh pada 18 Januari 2011; “Parlemen Online, Tantangan bagi Anggota
DPR,” Harian Joglo Semar, 12 Nopember 2009, data diunduh pada 18 Januari 2011;
dan Jaleswari Pramodhawardani, “Parlemen ‘Online’,” Kompas, 6 November 2009.
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(Flichy, 2007: 100; Robins dan Webster, 1999: 226; Wood dan Smith, 2005:
132). Atau, rakyat sebagai netizenship, menurut Kartajaya (2010), adalah,

“... penduduk di dunia virtual, yang layaknya penduduk di dunia
physical, punya identitas kependudukan sipil (avatar, username),
punya rumah (homepage), punya kotak pos untuk surat menyurat
(alamat e-mail), punya telepon (VolP: Voice over Internet Protocol),
bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain (pakai browser,
apakabh itu Firefox, Internet Explorer, Opera, dan lain sebagainya)”.

(3) Evolusi dari e-parlemen ke layanan m-parlemen
Evolusi dari e-parlemen ke layanan m-parlemen (mobile-parliament),
aplikasi parlemen berbasis telepon genggam, baik dengan platform android,

windows phone, i0S, atau yang lain. Perkembangan telepon genggam dengan

akses Internet mendekatkan warga dengan anggota parlemen lewat aplikasi
parlemen. u-Parlemen (ubiquitous-Parlemen, padanan ubiquitous-parliament),
yaitu aplikasi parlemen yang hadir di mana pun dan kapan pun di dalam
keseharian warga, menjadi gaya hidup warga sebagaimana e-banking
(electronic-banking) ataupun m-banking (mobile-banking). Dengan m-
parlemen, warga bisa mengakses informasi, membaca berita, mengunduh
dokumen, berdiskusi, menekan tombol “vote,” atau aktivitas lain yang tersedia
di menu laman mobile-parliament.

Berdasarkan ketiga kecenderungan di atas, penelitian ini
mengeksplorasi e-parlemen sebagai ruang publik sebagaimana ajuan
Habermas (1989). Perubahan dan percepatan perubahan di ranah siber yang
mendesakkan nalar strategis sudah menjadi syarat yang mencukupi untuk
menelaah kepublikan e-parlemen dengan sudut pandang sosiologi siber (cyber

sociology) dalam konteks Indonesia.

. Penelitian Pendahuluan

Penelitian ini mengeksplorasi evolusi laman parlemen, khususnya
laman parlemen provinsi (e-parlemen provinsi, e-DPRD provinsi) di
Indonesia, sebagai ruang publik yang dimediasi Internet, sebagaimana Gambar
1 berikut.
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Gambar 1. Kerangka konseptual
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Berdasarkan kerangka konseptual pada Gambar 6 di atas, penelitian

pendahuluan dilakukan untuk mengumpulkan basisdata awal yang tersimpan

pada tautan Lampiran di http://analisiseparlemen.eu5.org/leleah _lampiran.php.

(1) World e-Parliament Conference merupakan konferensi e-parlemen yang
dikelola Global Centre for ICT in Parliament, sebagai inisiatif UN DESA

dan IPU. e-Parlemen merupakan hasil keterhubungan dan kerjasama

lembaga-lembaga internasional untuk menindaklanjuti amanah WSIS,

dengan penyelenggaraan sebagaimana Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pelaksanaan World e-Parliament Conference

Waktu

Tempat

1. | 9-12 Oktober 2007 Jenewa, Swiss

2. | 25-26 November 2008 | Brussel

3. | 3-5 November 2009 Washington D.C., Amerika Serikat
4. | 21-22 Oktober 2010 Johannesburg, Afrika Selatan

5. | 13-15 September 2012 | Roma, Italia

6. | 8-10 Mei 2014 Seoul, Korea Selatan

7. | 28-30 Juni 2016 Valparaiso, Chili* (belum)
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(2) Untuk menindaklanjuti rekomendasi konferensi e-parlemen tersebut,
organisasi internasional, lembaga akademis, dan donor internasional saling
bekerjasama dalam program perkuatan parlemen di masing-masing negara.
Hasil inventarisasi terdapat tiga lembaga internasional yang berkomitmen
untuk mengembangkan e-parlemen. Dengan merujuk Lampiran 4, terdapat
27 lembaga parlemen regional, 5 asosiasi parlemen, 29 organisasi
pendukung parlemen-e.

(3) Dengan merujuk Lampiran 1, berdasarkan data yang bersumber dari Web
Sites of National Parliaments, terdapat 190 negara yang diidentifikasi IPU

dengan masing-masing model parlemen. Untuk membaca e-parlemen
dalam konteks Indonesia, di samping laman DPR RI, juga terdapat laman
parlemen provinsi dan kabupaten/kota. Hasil penelusuran laman parlemen
provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan peneliti pada 2011-2012
disajikan dalam Lampiran 2. Berdasarkan Lampiran 2 tersebut, terdapat 22
(66,6 %) laman e-DPRD provinsi dari total 33 DPRD Provinsi, 94 (23,6
%) laman e-DPRD kabupaten dari total 399 DPRD kabupaten, dan 33
(33,7 %) laman e-DPRD kota dari total 98 DPRD kota pada Mei 2014.
Penelitian ini memusatkan perhatian pada laman parlemen provinsi.

(4) Hasil penelitian pendahuluan menginventarisasi terdapat 44 aplikasi
mobile-parliament yang berjalan pada platform android, sebagaimana
Lampiran 5.

Berdasarkan data awal di atas, penelitian ini menelaah kapasitas

kepublikan laman parlemen dan ruang publik yang dimediasi Internet.

. Perumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini untuk mengeksplorasi laman parlemen, khususnya laman
parlemen provinsi, sebagai ruang publik. Pertama, kapasitas kepublikan
laman parlemen didekati sebagai kapasitas menyediakan, kapasitas
menggunakan, dan keluaran. Kedua, laman parlemen sebagai ruang publik

dan terkooptasi kekuasaan mengandaikan klaim “konsensus rasional” menurut
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Jurgen Habermas vis-a-vis klaim kuasa algoritma sebagai pengatur ruang
publik yang dimediasi Internet.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengenali geneologi, pemetaan, dan
kapasitas e-parlemen sebagai ruang publik; dan (2) menganalisis kuasa yang
beroperasi di dalam e-parlemen sebagai ruang publik. Kemanfaatan penelitian
ini untuk mengenali perkembangan (1) e-parlemen sebagai ruang publik,
khususnya e-DPRD provinsi; dan (2) aplikasi e-parlemen di ruang sosial

dengan sudut pandang sosiologi siber (cyber sociology).

D. Tinjauan Pustaka

1. Ruang Publik dan Ranah Siber

Istilah “ruang publik” (Offentlichkeit) merujuk pada gagasan
Habermas. Lema bahasa Jerman “Offentlichkeit” sendiri sebagai kata
benda berasal dari kata sifat “Offentlich” yang selama Abad ke-18
bermakna “kepublikan” (publicity)°. Dalam catatan Thomas Burger selaku
penerjemah dari teks Jerman ke Inggris (Habermas, 2010: xi), lema
“Offentlichkeit” yang dirujuk sebagai “ruang publik” (public sphere) oleh
Habermas dibedakan menjadi tiga, yaitu,

(1) politische Offentlichkeit: ruang publik politik/politis; ruang publik
di wilayah politik/politis;

(2) literarische Offentlichkeit: ruang publik sastra/literer; ruang publik
di wilayah sastra/literer;

(3) reprasentative Offentlichkeit: perepresentasian/perwakilan publik,
yaitu pertunjukan kekuatan spiritual inheren atau kehormatan di
depan khalayak yang menonton.

Habermas memajukan dua telaah mengenai ruang publik. Pertama,

penelaahan asal mula ruang publik borjuis. Kedua, perubahan struktural di
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Buku Jirgen Habermas ditulis dengan judul Strukturwandel der Offentlichkeit, pada
1962 dengan penerbit Hermann Luchterhand Verlag. Versi bahasa Inggris
diterjemahkan oleh Thomas Burger dengan asisten Frederick Lawrence dengan judul
The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of
Bourgeois Society, pada 1989 dengan penerbit MIT Press. Untuk versi berbahasa
Indonesia diterjemahkan Yudi Santosa Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori
Masyarakat Borjuis, pada Maret 2010 (Cetakan ketiga) oleh Penerbit Kreasi Wacana.
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zaman modern yang ditandai kebangkitan kapitalisme, industri
kebudayaan, serta menguatnya posisi organisasi ekonomi dan kelompok
bisnis besar dalam wilayah publik. Perkembangan lebih lanjut adalah
organisasi ekonomi besar dan pemerintah mengambil alih tatakelola ruang
publik dan warga cukup menjadi konsumen barang, jasa, administrasi

politik, dan tontonan publik.

(1) Asal mula ruang publik borjuis

Asal mula ruang publik borjuis, menurut Habermas, bermula dari
berkembangnya tatanan sosial baru yang berbasis pada kapitalisme-uang
dan kapitalisme-niaga sejak Abad ke-13. Tatanan yang bermula dari kota-
kota di Italia Utara ini menyebar ke seluruh Eropa; melahirkan pusat-pusat
perdagangan yang menghasilkan barang-barang pokok; memunculkan
pekan-pekan raya niaga di persimpangan-persimpangan jalan antarkota-
kota besar, misalnya di Bruges, Luttich, Brussels, Ghent, dan lain-lain.
Penemuan lokasi baru melalui pelayaran dan penaklukan di luar Eropa
telah memperluas dan menghubungkan jejaring perdagangan bangsa-
bangsa Eropa. Kondisi ini menjadikan informasi yang cepat dan
berjangkauan luas merupakan kebutuhan strategis. Surat menyurat mulai
dikelola menjadi sistem korespondensi yang berbasis gilda sehingga lebih
profesional sejak Abad ke-14. Kota-kota perdagangan besar menjadi pusat
pengelola lalu lintas berita dari negeri-negeri jauh di luar Eropa dan
menjadi kondisi tumbuhnya media cetak “jurnal” mingguan atau harian,
meskipun kontrol negara masih cukup kuat. Misalnya Journal des Savants
(1665), Acta Eruditorum (1682), dan Monatsgesprache (1688), dengan
anatomi isi kajian sastra, sosial, politik, dan tulisan berkala.

Terbitnya jurnal di kota-kota perdagangan telah menumbuhkan
publik pembaca. Pada Abad ke-17 dan ke-18, para pembaca jurnal, yaitu
himpunan orang/pribadi yang dibesarkan oleh sistem ekonomi pasar --baik
pedagang, pengusaha, atau kaum terpandang, dan bukan kaum feodal--

mendiskusikan berbagai kabar yang tengah menjadi perhatian umum.
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Kedai-kedai kopi di Inggris, salon di Perancis, dan Tischgessellschaften
(himpunan-masyarakat meja) di Jerman menjadi tempat untuk berdiskusi.
Para pembaca jurnal itu, yang karena penguasaan pengetahuan semakin
bertambah, pengaruh ekonomi semakin menguat, tetapi struktur sosial
yang feodalistis tidak memungkinkannya untuk berpartisipasi secara
politis, menemukan ruang untuk memungkinkannya menjadi ius publicus.

Di tempat diskusi itulah orang-orang yang privat tersebut berdebat
langsung terhadap permasalahan yang menyangkut kepentingannya sendiri
dan yang disepakati sebagai hal publik, untuk mencapai konsensus dan
sekaligus mengartikulasikannya kepada negara. Di ruang untuk
mendiskusikan kepentingan publik tersebut, sikap oposisional terhadap
bentuk-bentuk hierarkis dan tradisional dari otoritas bangsawan yang
menguasai praktik politik di Eropa dibentuk. Ruang publik borjuis menjadi
media di mana para pembaca jurnal yang oleh struktur sosial ditempatkan
sebagai “penonton” oleh raja dan kaum feodal selaku pemegang
representative publicity menjadi subjek yang otonom.

Dengan demikian, ruang publik borjuis berhadapan secara
diametral dengan struktur sosial hirarkis yang dikelola secara feodalistis
dalam pengalaman Eropa Di ruang publik, orang-orang privat dengan
kepentingannya berhadapan dengan kekuasaan politis negara, sehingga
menjaga ruang publik adalah mengelolanya secara otonom dari otoritas
politis negara. Ruang publik merupakan penyaring dan penjamin agar
otoritas politis negara menjadi otoritas rasional sehingga berkesesuaian
dengan kepentingan umum. Diskusi-diskusi inilah yang turut
mematangkan lapisan-lapisan nalar oposisi, yang bersama kekuatan sosial
lain, turut meruntuhkan kekuasaan Louis XV (1754-1793) pada Revolusi
Perancis pada 1789-1799.

(2) Perubahan struktural ruang publik

Dalam tradisi mazhab Frankfurt, analisis Habermas mengenai asal

mula ruang publik borjuis merujuk pada transisi dari tahap kapitalisme

pasar dan demokrasi liberal Abad ke-19 ke kapitalisme negara dan
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monopoli Abad ke-20. Oleh karena itu, mazhab Frankfurt melakukan
metode kritik imanen terhadap gerak kapitalisme yang menyimpang ini.
Pendasaran kritik adalah pada kualitas imanen masyarakat borjuis yang
diidealkan --yaitu projek pencerahan dengan ide-ide demokrasi, hak asasi
manusia, kebebasan individu dan sosial, serta rasionalitas-- untuk
“mengembalikan” kapitalisme abad-abad sesudahnya.

Opini publik di ruang publik yang terefeodalisasikan bukan lagi
hasil dari perdebatan dan konsensus sehingga kehilangan karakternya
yang-publik. Corak opini ini dimanipulasi, dibentuk, dan dipublikkan oleh
elit media, politik, dan ekonomi. Opini publik yang terefeodalisasikan
bukan lagi ekspresi keprihatinan melainkan ekspresi kepentingan elit;
debat publik yang diopinikan sudah menjadi medan perebutan untuk
menafsirkan kekuasaan di antara kelompok kepentingan sendiri dan bukan
lagi untuk mencapai konsensus rasional.

Di dalam ruang publik borjuis yang terefeodalisasikan ini,
Habermas menyegarkan kembali proses demokratisasi lembaga dan ruang
publik dengan membangkitkan ihwal sifat publik yang kritis. Habermas
memulainya dengan proses komunikasi publik yang kritis melalui lembaga
yang menjalankan fungsi komunikasi publik meskipun tidak dapat
merekomendasikan dasar institusional dan skema gerakan sosial untuk
mengikhtiarkannya. Idealisasi ruang publik borjuis mendasarkan
rasionalitas: Kehendak untuk memahami dan dipahami bersifat imanen
pada tindakan komunikatif (1989: 25).

Dengan rasionalitas  ini, Habermas hendak  menelaah
berlangsungnya kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem. Dunia-kehidupan
menunjukkan tempat berlangsungnya peristiwa keseharian di mana
tindakan komunikatif menjadi penting sedangkan sistem adalah
mekanisme yang mengatur tindakan individu-individu dengan pemaknaan
fungsional terhadap tindakan. Sistem dalam hal ini adalah rasionalitas
modernitas berupa birokratisasi dan instrumentalisasi dalam pengertian

Weberian. Rasionalitas instrumental di dalam sistem berkembang dengan
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kuat dan cenderung menjajah dunia-kehidupan. Peminggiran dan
penaklukan rasionalitas komunikasi oleh rasionalitas instrumental disebut
Habermas sebagai komunikasi yang mengalami distorsi.

Untuk menyegarkan ruang publik borjuis yang terefeodalisasikan
ini, Habermas merujuk pada teori tindakan komunikatif, di mana kondisi
ideal perbincangan yang menuntut kesamaan hak setiap warga untuk
melibatkan diri dalam diskusi publik dijamin dan bebas dari segala bentuk
dominasi, baik internal maupun eksternal. Konsensus disebut rasional jika
dan hanya jika kondisi ideal tersebut terpenuhi. Konsensus rasional
dihasilkan dari opini publik di ruang publik yang sudah tercerahkan. Opini
publik inilah yang diharapkan mampu mempengaruhi proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan umum di lembaga politik.
Dengan demikian, ruang publik berfungsi untuk mengawasi para
pengambil keputusan melalui diskursus kritis dan oleh warga dan
kelompok warga.

Pokok soal bergeser ketika “warga yang berdiskusi di ruang untuk
kepentingan umum” menggunakan media (jamak dari: medium)
komunikasi yang dimediasi Internet’. Jadi, ruang publik di mana warga
berdiskusi  difasilitasi oleh Internet. Kemudahan akses Internet
memunculkan optimisme tentang ruang publik baru, bahkan masyarakat
dan dunia baru, melalui gerakan politik yang dimediasi Internet di ranah
siber. Kosakata ruang publik, politik deliberatif, emansipasi, komunikasi
bebas penguasaan, dan sebagainya yang khas Habermasian semakin
populer. Pengharapan tentang kuasa Internet adalah pendekatannya yang
dari bawah dan bukan atas; dunia yang terdesentralisasi dan bukan serba

disentralkan; terselesaikannya hambatan jarak dan ruang; dan potensi

7

Internet  (akronim dari interconnection-networking, hubungan antar-jaringan
komputer) adalah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-
jaringan kecil yang saling terhubung di seluruh dunia. Dilihat dari linimasa
perkembangan alat untuk berkomunikasi manusia, Internet merupakan pertemuan di
antara alat-alat komunikasi sebelumnya. Penulisan “Internet” (dengan huruf “I”” besar)
dibedakan dengan “internet”. “Internet” atau lazim juga ditulis “the Net” untuk
kosakata Inggris adalah himpunan interkoneksi jejaring komputer dengan gateways.
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emansipasi kemanusiaan dengan tindakan komunikatif. Ruang publik baru
itu bisa berupa IRC (Internet Relay Chat) di ruang rumpi (chat rooms),
forum laman (web forums), mailing lists, blog, dan bentuk-bentuk lain
yang dimediasi Internet, dengan suasana yang lebih inklusif dan deliberatif
daripada ruang yang serba dikomersialisasikan®. Hadirnya akses Internet
merupakan syarat yang mencukupi untuk berlangsungnya proses radikal
politik egalitarian yang memungkinkan siapapun untuk terlibat dan
melibatkan diri dalam keberlimpahan informasi untuk mencapai
konsensus®.

Pesona Internet di ruang publik juga dimunculkan dengan
kemenangan “presiden Internet” Roh Moo-hyun sebagai Presiden Korea
Selatan 2003-2008 (Croshie, 2003) dan Barack Obama pada kampanye
2008 (Smith, 2009). Sebaliknya, pembelaan di ranah siber untuk para
martir atau pegiat kebebasan Internet di ruang publik juga didedikasikan di

laman CyberDissidents. Pada posisi Habermasian sendiri, Kritik radikal

terhadap optimisme hadirnya ruang publik baru yang dimediasi Internet
bermuara pada komodifikasi, kesenjangan digital, dan pengawasan
pemerintah.
(1) Komodifikasi

Menurut Rheingold (1992, 305), Internet bisa dengan cepat
terkomodifikasi sebagaimana media komunikasi sebelumnya. Ruang

publik terkomodifikasi hanya bisa terjadi melalui monopoli media dan

8

Terdapat 75 forum yang berbasis Internet dalam catatan Wikipedia. Lihat
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of Internet forums Komunitas yang berhimpun
secara virtual, terutama yang difasilitasi korporat, dengan ukuran jumlah perbincangan
juga semakin berkembang. Lihat misalnya Mark Hill, 4 Oktober 2010, “Top 10
Biggest Internet Communities,” dalam http://toptenz.net/top-10-biggest-internet-
communities.php yang menginventarisasi terdapat 10 komunitas besar tingkat dunia.
Forum atau komunitas yang berdiskusi di ruang publik yang dimediasi Internet
tersebut merupakan kasus yang berbeda untuk kepentingan penelitian ini.

Contoh tentang optimisme yang tergerak oleh kuasa Internet dapat ditelaah, misalnya,
John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace, 8 Februari
1996, di mana posisi Cyberspace berhadapan secara diametral dengan kolonialisme
Dunia Industri. Sedangkan Dasasila TIK Bandung, lebih mengambil posisi sebagai
pemenuhan optimal TIK untuk pembangunan bangsa.
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monopoli hanya mungkin karena kelangkaan sumber daya, bandwidth, dan
sebagainya. Dalam hal ini, hanya negara yang mempunyai kemampuan
untuk mengelola dengan kewenangannya untuk menulis ulang protokol
dasar Internet. Kritik lain berasal dari Poster (1997, 209-210), bahwa
ruang publik borjuis Habermas adalah “ruang homogen dengan subjek
yang terwujud dalam hubungan simetris” dan sebaliknya ia mengklaim
bahwa kebudayaan bebal dengan mesin informasi hanya menyediakan
hubungan antar-muka untuk banyak hal, jika tidak sebagian besar, wacana
tentang isu-isu politik, fiksi masyarakat demokratis dengan hadirnya
kemanusiaan yang hanya mengaburkan refleksi kritis, serta mengalihkan
pengembangan teori politik dari kondisi postmodern.
(2) Kesenjangan digital

Sebagai alat untuk melakukan demokratisasi, fungsi Internet secara
individu adalah untuk sumber informasi dan piranti pemilihan (e-voting)™;
untuk kelompok adalah sebagai komunitas virtual dan jejaring"’; dan
sebagai aras demokrasi deliberatif adalah sebagai ruang terbuka (e-agora).
Dalam ruang publik borjuis Habermas, partisipasi bersifat terbuka untuk
umum; seluruh partisipan dipertimbangkan setara; dan sejumlah isu dapat
dimunculkan dengan debat rasional. Meskipun pada saat ini tersedia
peralatan, piranti lunak yang free; juga kemudahan untuk mengelola laman
dibanding tahun-tahun sebelumnya; hambatan kesenjangan digital tetap
menjadi permasalahan sosial sebagaimana laporan yang dipublikasikan

Internet World Stats. Kesenjangan digital (digital divide, digital split)

10 Estonia adalah negara yang pertama kali di dunia menggunakan sistem e-voting atau

11

pemilihan umum yang dimediasi Internet. Sistem e-voting Estonia dipergunakan untuk
pemilihan legislatif daerah pada 2005, pemilihan legislatif nasional pada 2007, dan
untuk pemilihan Parlemen Eropa pada 2009. Sistem e-voting dimaksudkan sebagai
tambahan dan bukan untuk menggantikan cara pemilihan tradisional. e-Voting
memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk memberi suara dari tempatnya masing-
masing, baik di rumah maupun kantor, tanpa mendatangi tempat pemungutan suara.
Lihat Estonian Internet voting system atau akses ke Vabariigi Valimiskomisjoni
(Komisi Pemilihan Umum Estonia).

Salah satu pemetaan komunitas virtual (virtual community, online community) adalah
http://xkcd.com/802_large
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adalah masalah sosial yang mengacu pada perbedaan jumlah antara warga
yang mempunyai akses ke Internet (akses khusus broadband) dan warga
yang tidak memiliki akses broadband. Kesenjangan digital secara teknis
bisa disebabkan olen komputer dengan kinerja rendah, kualitas rendah,
biaya koneksi tinggi, kesulitan memperoleh bantuan teknis, dan akses
yang lebih rendah untuk konten berlangganan. Kesenjangan digital juga
bertautan dengan kemelekaksaraan digital (e-Literacy) yang membutuhkan
dukungan persamaan ekonomi, mobilitas sosial, demokrasi, dan
pertumbuhan ekonomi.
(3) Pengawasan pemerintah

Isu pengawasan pemerintah dalam hubungannya dengan ruang
publik yang dimediasi Internet, terutama yang berkaitan dengan politik,
merupakan permasalahan yang mengendap dalam tatakelola Internet di
tingkat global dan nasional. Sebagai jaringan dengan pola kepelikan
(complexity) relasi di dalamnya --baik antar-warga, warga dengan
pemerintah, antar-pemerintah-- ruang publik yang dimediasi Internet telah
menjadi ruang perebutan untuk menafsirkan kewenangan. Kasus Julian

Assange dengan Wikileak pada 2010; kasus Edward Snowden yang

mempublikasikan dokumen NSA (National Security Agency) kepada
kepada The Guardian dan The Washington Post pada Juni 2013; konteks

pendirian The Electronic Frontier Foundation pada 1990 sebagai

organisasi pembela kebebasan sipil di ranah siber, CyberDissidents, dan
sebagainya memajukan pertanyaan mendasar tentang keterhubungan dan
kepercayaan antara warga negara dengan pemerintah selaku pengelola
negara di ranah siber. Jika warga dan negara mengandaikan saling
terhubung melalui Internet, bagaimana kontrak sosial atau Magna Carta
dibaca kembali dalam konteks ranah siber?

Menurut Kurbalija (2015), kepercayaan merupakan modal dasar
bisnis berbasis Internet. Bagi pebisnis berbasis Internet, kepercayaan
pengguna adalah keuntungan bagi bisnis Internet. Bagi pemerintah,

Internet merupakan fasilitator pertumbuhan sosial dan ekonomi. Bahkan
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bagi pemerintah yang melihat Internet sebagai alat subversif harus berpikir
ulang sebab Internet sudah menjadi bagian keseharian warga kebanyakan.
Bagi kaum muda, rasa aman dan dilindungi di ranah siber merupakan
kebutuhan. Kondisi ini yang menggerakkan “Magna Carta digital”.
Menurut Shaw (2015), Magna Carta digital beranjak dari konteks
kebutuhan untuk kebebasan berbicara di ranah siber serta bebas dari sensor
pemerintah dan perusahaan®.

Magna Carta digital juga diapresiasi Page dan Barnett (2014) untuk
menjamin kebebasan dan akses netral ke Internet, memberikan kebebasan
dari pengawasan tanpa izin dan pengumpulan data serta kebebasan
berekspresi di ranah siber. Dengan demikian, isu seputar “privacy,”
kebebasan akses, keamanan, pengawasan, dan hak asasi digital, telah
menjadi perbincangan di ranah siber. Sebagai misal, debat publik tentang
“Haruskah pemerintah melakukan kontrol Internet?” (Should the
government control the internet?) menjadi bahasan di Debate; “Haruskah
kita takut dengan kewenangan pemerintah terhadap Internet?” (Should we
fear the power of government over the Internet?) dibahas di iDebate.
Dalam pengalaman Indonesia, lembaga yang berwenang mengurus
keamanan informasi data dari serangan cyber adalah 1D-SIRTI (Indonesia
Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure).

2 Magna Carta for the Digital Age: (1) Laman yang kami inginkan tidak akan
membiarkan perusahaan membayar untuk mengendalikannya, dan tidak membiarkan
pemerintah membatasi hak kami untuk memperoleh informasi; (2) Laman yang kami
inginkan akan memungkinkan kebebasan berbicara; (3) Laman yang kami inginkan
akan bebas dari sensor pemerintah di semua negara.; (4) Laman yang kami inginkan
tidak akan membiarkan apapun sensor pemerintah; (5) Laman yang kami inginkan
akan tersedia bagi semua orang yang ingin menggunakannya; (6) Laman yang kami
inginkan akan bebas dari sensor dan pengawasan massa; (7) Laman yang kami
inginkan akan memungkinkan akses yang sama terhadap pengetahuan, informasi, dan
berita terbaru di seluruh dunia; (8) Laman yang kami inginkan akan memiliki
kebebasan berbicara; (9) Laman yang kami inginkan tidak akan disensor oleh
pemerintah; (10) Laman yang kami inginkan tidak akan menjual informasi pribadi
kami dan preferensi untuk uang, dan akan membuatnya lebih jelas jika perusahaan
berniat untuk melakukannya.
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Permasalahan komodifikasi, kesenjangan digital, dan pengawasan
pemerintah untuk ruang publik yang dimediasi Internet sebagaimana
paparan di atas, menurut Habermas dalam wawancaranya dengan
Schwering (2014) menjadi argumen tentang pentingnya kondisi normatif
ruang publik. Sehingga kontak komunikasi publik tidak boleh dipotong
dari proses pengambilan keputusan,

“Today we see how, even in the West, democratic procedures and
institutions can reduce themselves to empty facades if they lose a
functional public sphere. Inversely, the functioning of public
spheres always presupposes demanding normative conditions. In
fact, public communication circuits shouldn’t be cut out of actual
decision-making processes”.

Evolusi Laman Parlemen

Istilah “parlemen” bisa dilacak pada “parlamentum,” kosakata
Latin Akhir, yang diadopsi bahasa Perancis parlez-vous dan bahasa Inggris
parliament (Timpson, 2015; Ilbert, 2013:7). Pemaknaan istilah parlez-vous
dan parliament sebagaimana suasana awal Zaman Pertengahan adalah
“percakapan”. Korpus kosakata “parliament” adalah “vote” yang berakar
pada bahasa Latin “votum” dengan pemaknaan dedikasi religius seperti
“vow” (kaul, sumpah), “votive” (persembahan untuk menunaikan kaul
atau sumpah), dan “votary” (penghayat atau pelaku kaul atau sumpah).

Dalam pengalaman Inggris, fungsi kelembagaan seperti parlemen
sudah dikenal jauh sebelum Penaklukan Norman pada 1066, dengan nama
Witan atau Witenagemot, yang dibuat oleh para bangsawan dan pemimpin
gereja. Witan adalah parlemen awal yang berfungsi memilih raja
mendatang dan memberi nasehat tetapi tidak mempunyai kewenangan
penuh sebagaimana parlemen dalam pengertian modern. Pasca-Penaklukan
Norman 1066, William Sang Penakluk dan para penggantinya
mengandalkan sistem kebangsawanan dan kewilayahan untuk mengelola
negeri dan menjadi basis sistem feodal di Inggris.

Menurut The British parliament, parlemen Inggris berperan sebagai

penyeimbang sistem feodal di Inggris. Mulai Abad ke-14, Parlemen
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Inggris terdiri dari “Majelis Tinggi” (the House of Lords) dan “Majelis
Rendah” (the House of Commons). Pada pertengahan Abad ke-17, Raja
Charles 1 (1600-1649) mempercepat Perang Sipil Inggris (Revolusi
Inggris, 1642-1651) dengan mencoba memerintah tanpa parlemen. Perang
Sipil mendapat perlawanan dari pendukung parlemen dengan kemenangan
pendukung parlemen. Peristiwa ini berdampak pada pemapanan sistem
parlemen sebagai kekuatan dasar untuk menjaga negeri Inggris. Pada
1660-1688, Parlemen Inggris merestorasi kerajaan dan memapankan
sistem kerajaan-parlementer. Pada 1688, Parlemen Inggris memakzulkan
Raja James Il dan mengundang Pangeran William van Oranje dari Belanda
untuk menerima Mahkota Inggris. Keberhasilan “Glorious Revolution”
(1688-1689) tersebut merupakan peran Parlemen Inggris yang dilanjutkan
dengan penandatanganan “Bill of Rights,” 1689, Konstitusi Inggris dengan
semangat mengelola peran parlemen dan pembatasan kekuasaan kerajaan.
“Bill of Rights” menjadi cikal bakal parlemen modern di masing-masing
negara dengan sistem partai politik.

Evolusi dari parlemen ke e-parlemen bisa dilacak dari penerapan
kebijakan secara global yang terwadahi melalui “World e-Parliament
Conference” mulai 2008, 2009, 2010, 2012, dan 2014. Konferensi e-
Parlemen Dunia tersebut merupakan inisiatif kemitraan bersama antara

Global Centre for ICT in Parliament (Global Centre for Information and

Communication Technologies in Parliament), sebagai kemitraan dari

UNDESA, IPU, serta gugus parlemen nasional dan regional yang

diluncurkan sebagai amanah WSIS di Tunisia pada 2006. Tujuan
penyelenggaraan World e-Parliament Conference dua tahunan tersebut
adalah (1) Penguatan peran parlemen dalam mempromosikan Masyarakat
Informasi sebagai amanah WSIS; dan (2) Mempromosikan penggunaan
ICT sebagai alat untuk memodernnisasi proses parlementer, meningkatkan
keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi, serta meningkatkan kerjasama

inter-parlemen (2008:ix).
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Sejauh ini, dengan mendasarkan pada evolusi TIK dan laman
parlemen dalam satu dekade terakhir, World e-Parliament Conference
(2008:3) telah merekomendasikan tatakelola e-parlemen dalam hal:

(1) Informasi dasar mengenai parlemen;

(2) Naskah dan pembahasan legislasi;

(3) Risalah dan kegiatan panitia tetap parlemen (panitia kerja, panitia
khusus);

(4) Risalah pembahasan rapat paripurna,;

(5) Alat untuk akses dan sosialisasi;

(6) Penggunaan dan keberterimaan;

(7) Komunikasi interaktif warga dengan anggota parlemen;

(8) Kekeliruan dan tatakelola.

Dalam laporan setiap dua tahunan, pencapaian keberhasilan
advokasi dari  World e-Parliament Conference merupakan hasil
keterlibatan, kerjasama, dan koordinasi di antara parlemen, pemerintah,
organisasi internasional, lembaga akademis, dan donor. Kerjasama antar-
parlemen terutama merupakan faktor kritis untuk keberhasilan
penyelenggaraan konferensi e-parlemen dunia. Investasi TIK membantu
perkuatan parlemen, yang dengan cara demikian, akan meningkatkan good
governance dan demokrasi serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan
pembangunan internasional. Parlemen dengan keunikannya dalam
penggunaan TIK adalah untuk memperlihatkan nilai-nilai keterbukaan dan
transparansi di dalam ruang publik sehingga mampu mempengaruhi
agenda masyarakat informasi melalui pendekatan TIK. Sebab TIK
merupakan sumber yang strategis di mana pertautan kepemimpinan
parlemen dan para anggota parlemen membutuhkan tujuan dan prioritas.

Basisdata e-parlemen global yang lain tersedia di portal agora.
Agora bermitra dengan 17 lembaga dan berposisi sebagai pusat referensi
sekaligus berbagi pengetahuan untuk pengembangan parlemen. Agora
berinisiatif untuk menyatukan anggota dan staf parlemen, donor, praktisi,
akademisi, masyarakat sipil, serta media, dengan keahlian di bidang
perkuatan parlemen, standar parlemen demokratis, anti-korupsi,

kelembagaan, kebijakan pembangunan, dan pemilihan umum.
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Di samping agora, basisdata e-parlemen global juga tersedia di e-
Parliament. Organisasi yang berdiri pada 2001 ini menghubungkan
anggota parlemen, kongres, dan anggota yang lain ke dalam forum tunggal
untuk dunia yang demokratis. e-Parliament merupakan parlemen dunia
informal yang mengagendakan dan merencanakan proses pemecahan
masalah paralel terhadap isu-isu kontemporer. Meskipun keputuannya
tidak mengikat, rekomendasinya berpotensi untuk diberlakukan karena
posisi strategis para anggotanya yang berbasis lintas-negara.

Sejauh ini, perkuatan e-parlemen secara lintas-negara dilakukan
sejumlah lembaga melalui beragam program. UNDP mengelola Open

Legislative ~ Working  Group; World Bank  menyelenggarakan

Parliamentary Network on the World Bank; USAID dengan Local
Government Support Program; demikian juga IRl (International
Republican Institute), dan lembaga lainnya. Dengan kerangkan kerja Open
Government Partnership’s melalui Open Legislative Working Group,
Parlemen Chile dengan dukungan UNDP mengembangkan hak untuk
mengakses informasi, transparansi, akuntabilitas, dan pengunaan TIK
untuk menambah pengetahuan, serta meningkatkan peran serta warga
dalam fungsi parlemen. Pada 2013, UNDP mendukung Parlemen Georgia
untuk melaksanakan amandemen UUD di mana debat parlemen disiarkan

di Internet melalui http://constitution.ge.

Sejumlah aplikasi atau laman parlemen yang dikelola organisasi
pendukung e-parlemen juga turut membantu efektivitas fungsi-fungsi e-
parlemen sebagaimana Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Aplikasi/laman yang dikelola organisasi pendukung e-parlemen

Lembaga Negara Keterangan

1. | abgeordnetenwatch.de | Jerman Wir wollen mit lhrer Hilfe
Transparenz ~ voranbringen  und
Lobbyismus zuriickdrédngen

2. | dailwatch.ie Irlandia DailWwatch is a politically neutral,
non-profit initiative that allows
citizens to engage in direct dialogue
with all members of the Dail.

3. | Vouliwatch Yunani Vouliwatch is a digital platform that
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engages  Greek citizens  with
legislative politics and grants them
with the opportunity to communicate,
evaluate and hold elected
representatives in the Greek and the
European Parliament (MPs & MEPs)
accountable.

4. | e-Democracia Brazilia A proposta do e-Democracia &, por
meio da Internet, incentivar a
participacdo da sociedade no debate
de temas importantes para o pais.

5. | whatdotheyknow Inggris Get answers from the government
and public sector

6. | Alaveteli Inggris Run your own Right to Know
website

7. | uSpeak Uganda a channel that aims at enhancing
communication between Members of
Parliament and their constituents.

8. | marsad Tunisia

9. | guestionnezvoselus Perancis

10. | meinparlament Austria

11. | stuff Selandia | #myclimatequestion

Baru

12. | Virtual Zomdu Bhutan Using video conferences to enable
citizens and parliamentarians to meet
virtually to discuss issues of concern

13. | HackJakarta Jakarta, #HACKJAK

Indonesia | Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan
SEATTI (Southeast Asia Technology
Transparency Initiative) menggelar
hackathon HackJakarta/HackJak
(Jakarta Open Data Challenge), 26-
27 April 2014, untuk empat platform
smartphone.

14. | Parlement & Citoyens | Perancis Participez a I’élaboration de la loi

Parlement & Citoyens permet aux
citoyens et aux parlementaires de
rechercher ensemble les solutions
aux probléemes de notre pays

Dewasa ini, menurut Agora dan Mandelbaum (2011), terdapat

lebih 190 organisasi pendukung parlemen yang beroperasi di lebih dari 80

negara. Dukungan keorganisasian dilakukan dalam bentuk monitoring dan

inovasi e-parlemen. Maraknya dukungan terhadap aplikasi e-parlemen

berbasis Internet di tingkat global merupakan konsekuensi dan saling-
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pengaruh meningkatnya penetrasi Internet, penjualan telepon genggam
generasi smartphone, dan sebaran infrastruktur TIK.

Dalam pernyataan e-Parliament, keterhubungan antara isu-isu
global vyang diangkat di sidang-sidang e-Parliament yang
direkomendasikan tindak lanjut dan rencana aksi di tingkat lokal mendapat
afirmasinya di dalam ekosistem seperti ini. Dibandingkan dengan program
global e-government yang menitikberatkan keterhubungan antara rakyat
dengan pemerintah13, maka prioritas e-parlemen adalah interaksi antara
rakyat dengan wakil rakyat yang dimediasi Internet (Griffith, 2007,
Pachon, 2010). Dengan melihat sebaran jumlah e-parlemen secara global,
yang dalam pengalaman Indonesia bahkan sampai laman parlemen
provinsi dan kabupaten/kota, anggapan tentang ruang publik yang dikelola
e-parlemen semakin menguat. Ruang-ruang yang dibentuk dengan
kehadiran e-parlemen dan laman yang lain inilah, termasuk kecenderungan
penggunaan media sosial berbasis Internet, yang bercita-cita untuk
membangun apa yang dimajukan Habermas (1996) sebagai ruang publik.

Sebagai bagian dari perkuatan tata pemerintahan, evolusi dari
parlemen ke e-parlemen juga diharapkan menjadi media agar warga
mudah memperoleh akses informasi publik dan interaksi dengan parlemen
yang dimediasi Internet. Demikian halnya, sebagai “tool” maupun
“venue,” e-parlemen menjadi dasar tegaknya asas keterwakilan dalam
ruang publik yang dimediasi Internet. Sebab tugas utama wakil rakyat di
parlemen adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan merumuskannya ke
dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dengan atau tanpa e-parlemen, menurut Samroni (2007), fungsi untuk

13

e-Government adalah singkatan dari electronic Government. Istilah ini kerap ditulis e-
Govt atau e-Gov. Nama lain yang dinisbahkan ke e-Gov adalah Internet government,
digital government, online government, dan connected government. Keterhubungan
yang lazim adalah G2G (government to governments, pemerintah ke pemerintah);
G2C (government to citizens, pemerintah ke warga negara); G2E (government to
employees, pemerintah ke pekerja); G2B (government to businesses, pemerintah ke
pebisnis). Lihat Anttiroiko, Ari-Veikko, Electronic Government: Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications, h 205.
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memelihara kontak dengan konstituennya dan melaksanakan fungsinya

menjadi imperatif kategoris. e-Parlemen sebagai kajian e-government di

Indonesia masih sedikit, apalagi pada e-parlemen provinsi. Oleh karena

itu, penelitian ini membatasi pada hal-ihwal ruang publik di e-parlemen

provinsi, yang dikelola oleh administrasi, dalam hal ini sekretariat dewan,

dengan sudut pandang Habermasian.

. Metode Penelitian

Dalam bahasan Metode Penelitian ini dirinci identifikasi data,

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. ldentifikasi Data

parlemen dan e-parlemen
untuk fungsi keterwakilan;
3) Konsekuensi tertanggung

untuk  menggunakan e-
parlemen;
4) Pergeseran diri dari

Kebutuhan Data Rincian Jenis
Data
1. Identifikasi laman parlemen| 1) URL Data
DPR, DPRD Provinsi, dan primer
DPRD Kabupaten/Kota
2. Informasi laman parlemen| 1) Umum (Alexa Rank, | Data
DPRD Provinsi Pagerank, SEO  Score, | primer
Primary Traffic, dan Server
Location);
2) Khusus (Socials Analysis)
3. Laman parlemen negara-|1) URL Data
negara sekunder
4. Perkuatan e-parlemen Program dan projek yang| Data
berhubungan dengan e-parlemen, | sekunder
selanjutnya dipilah khususnya
yang berlangsung di Indonesia
5. Pendekatan e-parlemen Kapasitas menyediakan; | Data
Kapasitas menggunakan; | primer
Keluaran
6. ldentifikasi aplikasi media| 1) URL,; Data
sosial untuk sistem operasi| 2) Informasi umum masing-| sekunder
desktop, mobile, tablet, masing aplikasi media sosial.
console
7. Penguji kesimpulan 1) Apresiasi terhadap e-| Data
parlemen; primer
2) Tanggapan terhadap
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warganegara (citizen) ke
identitas online (netizen)

2. Pengumpulan Data

Kebutuhan Data Teknik pengumpulan data

1. Identifikasi laman parlemen| Karena data belum tersedia, penelitian ini
DPR, DPRD Provinsi, dan| merujuk “Daftar Alamat Situs Web
DPRD Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah dan Kab/Kota Seluruh

Indonesia,”  (Pusdatinkomtel Setjen

Kementerian Dalam Negeri, Mei 2013).

Data tersebut disandingkan dengan “Kode

dan Data  Wilayah  Administrasi

Pemerintahan per Provinsi,

Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh

Indonesia,” 2011, terutama  untuk

mengecek penomoran wilayah, yaitu

provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya
dengan mesin pencari dilacak satu per satu

URL masing-masing laman,  baik

pemerintah eksekutif maupun parlemen.

2. Informasi laman  parlemen| Dengan mesin pencari, terutama google
DPRD Provinsi

3. Laman parlemen negara-negara | Dengan mesin pencari, terutama google

4. Perkuatan e-parlemen Dengan mesin pencari, terutama google
dan TOR Browser di Internet. Untuk
kepentingan penelitian dipilih  sistem
operasi Windows.

5. Identifikasi  aplikasi  media| Dengan mesin pencari, terutama google
sosial untuk sistem operasi
desktop, mobile, tablet, console

6. Pendekatan e-parlemen Dengan menganalisis hasil audit laman
dan wawancara mendalam
7. Pengujian kesimpulan Wawancara mendalam dengan

narasumber, berlangsung di Yogyakarta
dan Makassar pada September-Oktober
2011.

3. Analisis Data
Untuk analisis data, penelitian ini merujuk teknik pengolahan dan
analisis data sebagaimana yang diajukan Miles dan Huberman (1992),
sedangkan untuk pengujian kesimpulan dengan wawancara mendalam.
1. Pengkodean data untuk hasil data (Nomor 1-6). Kode dikembangkan
dari temuan kategori dan subkategori, dengan mengorganisasikan,
menyusun kembali kata-kata, menggolongkan seluruh bagian yang
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berhubungan dengan permasalahan khusus, konsep, ataupun tema,
sehingga dimungkinkan adanya analisis (1992: 86-91).

2. Penyusunan matriks sebagai langkah lanjutan pengkodean data,
sehingga data dapat dibaca dari konteksnya, yaitu himpunan narasi
atau kronologi e-parlemen.

3. Pengisian indeks peristiwa untuk memilah dan memilih klaim
sosiologi siber, sekaligus mempertahankan urutan atau mengemukakan
kebermaknaan narasi dari narasumber.

4. Perumusan jaring kausal konseptual, yang secara bertahap mencatat
pemetaan e-parlemen, menyatukannya, dan menarik hubungan peta
yang terumuskan dengan data yang didapat. Jaring kausal mencari
bentuk-bentuk perulangan sehingga mempunyai daya terap lebih
umum sekaligus mempertahankan koherensi kausalitas yang
dibangunnya, sehingga mampu memajukan kesimpulan (1992: 241-
243).

5. Pengujian kesimpulan, dengan meminta tanggapan narasumber
terhadap hasilan perumusan jaring kausal konseptual laman e-parlemen

sebagai ruang publik.

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini diuraikan dalam empat bagian di mana Bab | merupakan
pendahuluan yang berisi Latar Belakang; Penelitian Pendahuluan; Perumusan
Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian; Tinjauan Pustaka yang terdiri dari
Ruang Publik dan Ranah Siber serta Evolusi Laman Parlemen; Metode
Penelitian yang terdiri dari Identifikasi Data, Pengumpulan Data, Analisis
Data; dan Sistematika Pembahasan. Bab Il menjelaskan Pemetaan Laman
Parlemen yang terdiri dari Jejaring Kelembagaan e-Parlemen; Evolusi Laman
Parlemen; dan Audit Laman Parlemen. Bab Il menelaah Kapasitas
Kepublikan Laman Parlemen; dan Konsensus Rasional vis-a-vis Algoritma di
Dalam Ruang Publik yang Dimediasi Internet. Bab IV adalah Penutup yang

memajukan Kesimpulan dan Saran sebagai tindak lanjut penelitian tesis ini.
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BAB II.
PEMETAAN LAMAN PARLEMEN

A. Jejaring Kelembagaan e-Parlemen

Perubahan zaman berjalan semakin cepat. Menurut Gates (1999), jika
1980-an adalah dasawarsa kualitas, 1990-an dasawarsa rekayasa, maka 2010-
an adalah dasawarsa kecepatan. Dasawarsa di mana perubahan akan
berlangsung semakin cepat karena perkembangan TIK yang hadir di dalam
keseharian warga. Ketersediaan akses informasi akan merubah gaya hidup dan
tatanan keseharian warga beserta harapan dan jawaban dari permasalahannya.
Dengan latar belakang inilah morfogenesis e-parlemen diapresiasi oleh
pengguna telepon genggam sebagai warga yang bernegara.

Untuk menelaah perkembangan evolutif e-parlemen di tingkat global,
penelitian ini  mengidentifikasi lembaga beserta jejaringnya yang
menyelenggarakan program perkuatan parlemen di seluruh dunia. Berdasarkan
penelitian pendahuluan, program perkuatan parlemen sekaligus untuk
memperkuat e-parlemen. Hasil identifikasi lembaga tersebut menunjukkan
saling keterhubungan untuk memfungsikan kapasitas e-parlemen di masing-
masing negara. Berdasar laporan World e-Parliament Report, e-parlemen
merupakan hasil keterlibatan, kerjasama, dan koordinasi di antara parlemen,
pemerintah, organisasi internasional, lembaga akademis, dan donor untuk
meningkatkan good governance dan demokrasi serta berkontribusi terhadap
pencapaian tujuan pembangunan internasional dalam kerangka masyarakat
informasi. Berdasar laporan tersebut di atas, lembaga pendukung e-parlemen
di tingkat global adalah jejaring yang meliputi (1) e-parlemen; (2) organisasi
internasional; (3) lembaga pendukung (4) dan lembaga donor global.
Perkembangan evolutif e-parlemen merujuk pada rekomendasi-rekomendasi
World e-Parliament Report beserta tindak lanjutnya di masing-masing negara

peserta.
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Gambar 2. Ekosistem e-parlemen

| WSIS
g

Global Centre for
ICTin ParIiamery/ UNDESA / IFU /

| |
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World e-Parliament Conference
Organisasi Donor/Lembaga
i\ Internasional Pendukung
ooy

e-Parlemen

(1) e-Parlemen
Dengan merujuk Lampiran 1, berdasarkan data yang bersumber
dari Web Sites of National Parliaments, dari 190 negara yang diidentifikasi

IPU, terdapat satu negara (Antigua and Barbuda) dengan laman yang
tengah offline, dan delapan negara (Democratic People’s Republic of
Korea, Equatorial Guinea, Eritrea, Guinea, Qatar, Saint Kitts and Nevis,
South Sudan, dan Turkmenistan) dengan laman “tidak dikenal” (No known
sites) oleh mesin penelusur Internet. Jadi, saat ini terdapat 181 negara
dengan laman parlemen yang terakses.
(2) Organisasi Internasional

Hasil inventarisasi dengan mesin penelusur mengidentifikasi
terdapat tiga lembaga internasional yang berkomitmen untuk
mengembangkan e-parlemen, yaitu:

1) Global Center for ICT in Parliament (Global Center for Information
and Communication Technologies in Parliament)

2) UNDESA (United Nations Department of Economic and Social
Affairs)

3) IPU (Inter-parliamentary Organizations)
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(3) Lembaga Pendukung
Hasil inventarisasi Agora dan Mandelbaum (2011), saat ini
terdapat lebih 190 organisasi pendukung parlemen yang beroperasi di lebih
dari 80 negara. Dengan mengolah data yang bersumber dari Global Center

for ICT in Parliament dan penelusuran di Internet, terinventarisasi 27

lembaga parlemen regional, 5 asosiasi parlemen, 29 organisasi pendukung
e-parlemen, sehingga total terdapat 61 lembaga pendukung parlemen
sebagaimana dalam Lampiran 4. Di samping itu terdapat lembaga lain

yang mendukung e-parlemen, misalnya agora, e-Parliament, Climate

Parliament, Opening Parliament, dan lembaga lain yang mengoptimalkan

fungsi parlemen di ranah siber.
(4) Lembaga Donor
Hasil inventarisasi dengan mesin penelusur mencatat terdapat lima
lembaga donor yang berkomitmen untuk mengembangkan e-parlemen,
yaitu:
1) UNDP (United Nations Development Programme)
2) USAID (United States Agency for International Development)
3) World Bank
4) IRI (International Republican Institute)
5) DFID (UK Department for International Development)
6) BMZ (Bundesministeriums fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung)
UNDP mengelola Open Legislative Working Group; USAID

dengan Local Government Support Program; World Bank

menyelenggarakan Parliamentary Network on the World Bank; demikian
juga IRI (International Republican Institute); dan DFID dengan African
Parliamentary Support for Agriculture, dan sebagainya.

UNDP (United Nation Development Programme) Indonesia

mengelola “Parliamentary Support Programme* agenda “Representation

and Constituent Relations” dan “Parliamentary Support Facility” terhadap

DPR dan DPD sejak 2000. Dengan agenda konsolidasi demokrasi,

29


http://agora-parl.org/resources/library/agora-briefing-note-parliamentary-monitoring-organisations-parliamentary
http://ictparliament.org/
http://ictparliament.org/
http://ictparliament.org/
http://analisiseparlemen.eu5.org/leleah_lampiran.php?pilih=lampiran_4
http://agora-parl.org/
http://e-parl.net/
http://climateparl.net/home.do?lang=en
http://climateparl.net/home.do?lang=en
http://climateparl.net/home.do?lang=en
http://openingparliament.org/
http://undp.org/
http://usaid.gov/
http://worldbank.org/
http://iri.org/
https://gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://bmz.de/de/index.html
http://undp.org/
http://usaid.gov/
http://worldbank.org/
http://iri.org/
https://gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://parliamentproject.org/main.php

program tersebut akan memperkuat fungsi representasi parlemen, karena
banyak rakyat pemilih yang tidak tahu pilihan dan wakil rakyat yang
dipilihnya.

Program lain untuk e-parlemen di Indonesia adalah (Local
Governance Support Program, Program Dukungan LGSP bagi Tata
Pemerintahan Daerah) yang didanai oleh USAID. LGSP adalah program
kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk
peningkatan kemampuan pemerintah daerah, termasuk dalam hal
Legislatif dan Proses Politik. Program ini di antaranya beranjak dari
anggapan tentang peranan penting DPRD dalam mewakili kepentingan
masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Program LGSP
mencakup ketiga fungsi parlemen, yaitu legislasi, penganggaran, dan
pengawasan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 32 Tahun 2007
tentang Pemerintaan Daerah Pasal 39-55.

BMZ (Bundesministeriums fir wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung), selaku penyelenggara program dari CIM (Centrum flr
internationale Migration und Entwicklung) yang untuk Indonesia
diselenggarakan olen WUSKI (World University Service Komite
Indonesia) pada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk pengelolaan laman
DPRRI.

Laman selain e-parlemen yang berfungsi sebagai media
komunikasi online masyarakat dengan anggota parlemen adalah Jari Ungu,
per 8 November 2010. Laman ini menginformasikan data dan kegiatan
anggota DPR, DPD, dan DPRD se-Indonesia, serta memudahkan

terjalinnya komunikasi antara anggota dewan dengan konstituennya.

Hasil kinerja keempat jejaring di atas dievaluasi melalui konferensi

dua tahunan World e-Parliament Conference. Berdasarkan hasil survei Global

for ICT in Parliament, terdapat 46% parlemen yang menindaklanjuti

rekomendasi IPU dengan merancang dan memelihara laman parlemen. Namun

terdapat kesenjangan dalam hal penggunaan dokumen yaitu belum ada
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peningkatan penggunaan XML (Extensible Markup Language) terhadap
dokumen-dokumen parlemen'. Sedangkan kendala untuk penggunaan TIK
adalah masih banyak warga yang tidak memiliki akses Internet atau bahkan
masih asing dengan TIK. Di lain pihak, banyak parlemen yang tidak memiliki
sistem pendukung untuk mengelola keuntungan dari TIK. Hambatan terbesar
adalah warga tidak memahami proses legislasi dan anggota parlemen tidak

berpengalaman TIK.

B. Evolusi Laman Parlemen

Di dalam sejarah Indonesia, cikal bakal parlemen diperkenalkan
melalui lembaga Volksraad, 1918; Tjuo Sangi-in, 1943; dan KNIP, 1945%.
“Volksraad” yang secara harfiah bermakna “dewan rakyat” adalah semacam
dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda yang berfungsi sebagai penasihat
Gubernur Jenderal Hindia Belanda. VVolksraad disetujui pembentukannya pada
16 Desember 1916 (Ind. Stb. No. 114 Tahun 1917), tetapi pembentukan
tersebut baru terlaksana pada 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Graaf von
Limburgstirum dan Menteri Urusan Koloni Thomas Bastiaan Pleyte.

Pergantian penguasaan dari Belanda kepada Jepang pada 1942
berakibat Volksraad tidak berfungsi lagi. Jepang membentuk Tjuo Sangi-in,
komite nasional atau badan perwakilan yang bertugas menjawab pertanyaan
Saiko Sikikan (penguasa militer tertinggi) untuk urusan pemenangan perang
Asia Timur Raya, dengan ketua Soekarno. Setelah Proklamasi Kemerdekaan,
sesuai ketentuan Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, pada 29
Agustus 1945, dibentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang

beranggotakan 137 orang. KNIP merupakan cikal bakal parlemen atau

4 XML (Extensible Markup Language) merupakan pengembangan lebih lanjut dari
format HTML (Hypertext Markup Language) yang digunakan dalam World Wide
Web. Kelebihan XML dibanding HTML adalah dokumen lebih terstruktur,
memungkinkan manipulasi tampilan data tanpa harus terhubung dengan webserver,
serta pertukaran data antar-dokumen.

1> «Sejarah DPR RI” http:/dpr.go.id/tentang/sejarah.php
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lembaga legislatif di Indonesia. Perkembangan KNIP sampai menjadi DPR

disajikan dalam Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Periodisasi DPR RI

Nama Pemilu | Periode
1. Komite Nasional Indonesia .

Pusat (KNIP) 29 Agustus 1945 — 15 Februari 1950
2. | DPR dan Senat Republik .

Indonesia Serikat (RIS)) 15 Februari 1950 — 16 Agustus 1950
3. | Dewan Perwakilan Rakyat

Sementara (DPRS) 16 Agustus 1950 — 26 Maret 1956
4, DPR hasil Pemilu Pertama 1955 26 Maret 1956 — 22 Juli 1959
5. DPR setelah Dekrit Presiden 22 Juli 1959 — 26 Juni 1960
6. Dewan Perwakilan Rakyat .

Gotong Royong (DPR GR) 26 Juni 1960 — 15 November 1965
7. DPR GR minus Partai 15 November 1965 — 19 November

Komunis Indonesia (PKI) 1966
8. DPR GR Orde Baru 1g7ll\lovember 1966 — 28 Oktober
9. DPR hasil Pemilu ke-2 1971 28 Oktober 1971 — 1 Oktober 1977
10. | DPR hasil Pemilu ke-3 1977 1 Oktober 1977 — 1 Oktober 1982
11. | DPR hasil Pemilu ke-4 1982 1 Oktober 1982 — 1 Oktober 1987
12. | DPR hasil Pemilu ke-5 1987 1 Oktober 1987 — 1 Oktober 1992
13. | DPR hasil Pemilu ke-6 1992 1 Oktober 1992 — 1 Oktober 1997
14. | DPR hasil Pemilu ke-7 1997 1 Oktober 1997 — 1 Oktober 1999
15. | DPR hasil Pemilu ke-8 1999 1 Oktober 1999 — 1 Oktober 2004
16. | DPR hasil Pemilu ke-9 2004 1 Oktober 2004 — 1 Oktober 2009
17. | DPR hasil Pemilu ke-10 2009 1 Oktober 2009 — 1 Oktober 2014
18. | DPR hasil Pemilu ke-11 2014 1 Oktober 2014 — 1 Oktober 2019

Sumber: DPR RI dan Perpusnas.

Data diolah.

Perkembangan KNIP sampai menjadi bentuk DPR juga ternyatakan di

tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah)'®. DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah

yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang sedang

6 Menurut UU No. 1 Tahun 1945 tentang “Komite Nasional Daerah,” Komite Nasional
Daerah diadakan di Karesidenan yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri,
kecuali di Surakarta dan Yogyakarta. Pada 1945, daerah negara Indonesia dibagi
dalam 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Provinsi-
provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo,
Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Daerah Propinsi dibagi dalam Karesidenan yang
dikepalai oleh Residen, Gubernur, dan Residen dibantu oleh KND (Komite Nasional
Daerah).
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berlangsung. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di
provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia®’.

Evolusi dari parlemen menjadi e-parlemen, khususnya dari DPRD
menjadi e-DPRD di Indonesia, merupakan perkembangan lebih lanjut dari
penerapan e-government di Indonesia. Program e-government diberlakukan
dengan regulasi Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government, sejak 9 Juni 2003. Inpres No. 3
Tahun 2003 merupakan kelanjutan dari Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Pertautan antara
regulasi dan tuntutan transparansi dan layanan publik menjadi latar sosial
penerapan program e-government dan e-parlemen sesudahnya.

Tujuan pemberlakuan e-goverment adalah agar pemerintah dapat
menerapkan praktik good governance dengan alat bantu teknologi informasi
dan komunikasi. Dengan tujuan tersebut, hal-ihwal akuntabilitas, transparansi,
dan partisipasi publik dapat diselenggarakan dengan aplikasi layanan
pemerintah berbasis digital tersebut (Ake, 2002: 27, Kim and Holzer, 2008:
269). Dalam perkembangan e-goverment yang lebih lanjut, laman parlemen
dalam bentuk e-DPRD difasilitasi pembuatannya. Tujuan pembuatan laman
parlemen adalah menjadi dasar tegaknya asas keterwakilan warga di ranah
siber, kKkhususnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi,
penganggaran, dan pengawasan.

Untuk membaca e-parlemen dalam konteks Indonesia, khususnya e-
parlemen daerah, hasil perujukan, penomoran, dan penelusuran seluruh laman

parlemen provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia disajikan dalam Lampiran

" DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 (ayat 3): “Pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum®.
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2'%. Tabel 4 berikut adalah ringkasan Lampiran 2, yaitu prosentasi dan

rekapitulasi laman pemerintah dan parlemen.

Tabel 4. Prosentasi laman pemerintah (e-Gov) dan parlemen (e-DPRD)

Jumlah | e-Gov e-DPRD
Provinsi 33 33 (100 %) 22 (66,6 %)
Kabupaten 399 365 (91,4 %) 94 (23,6 %)
Kota 98 91 (92,9 %) 33 (33,7 %)

Berdasarkan Lampiran 2, Tabel 5 adalah hasil rekapitulasi laman

pemerintah (e-Gov) dan parlemen (e-DPRD).

Tabel 5. Rekapitulasi laman pemerintah (e-Gov) dan parlemen (e-DPRD)

Provinsi Jumlah Kabupaten Kota
Kab/Kota
e-Gov | e-DPRD | e-Gov e-DPRD
1. | NAD 23 18 3 5 0
2. | Sumatera Utara 28 18 3 6 0
3. | Sumatera Barat 19 12 2 8 2
4. | Riau 11 9 5 2 0
5. | Jambi 11 9 3 2 0
6. | Sumatera Selatan 15 9 4 4 1
7. | Bengkulu 10 9 0 1 0
8. | Lampung 15 13 6 1 1
9. | Bangka Belitung 7 6 1 1 0
10.| Kepulauan Riau 7 5 4 2 2
11.| DKI Jakarta 6 0 0 4 0
12.| Jawa Barat 27 18 5 8 6
13.| Jawa Tengah 35 28 11 5 4
14.| DIY 5 4 4 1 1
15.| Jawa Timur 38 29 12 9 5
16.| Banten 7 4 1 3 0
17.| Bali 9 8 2 1 1
18.| NTB 10 8 4 2 0
19.| NTT 21 17 1 1 0
20.| Kalimantan Barat 14 11 3 2 1
21.| Kalimantan 14 13 1 1 0
Tengah
22.| Kalimantan 13 11 2 2 1
Selatan
23.| Kalimantan 14 9 6 4 2
Timur
24.| Sulawesi Utara 15 10 1 4 2

18

Lampiran 2 juga menyajikan nama dan laman pemerintah eksekutif (e-Gov) sebagai
data sandingan terhadap laman DPRD (e-DPRD), baik yang provinsi maupun

kabupaten/kota.
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25.| Sulawesi Tengah 11 8 3 1 0
26.| Sulawesi Selatan 29 25 1 3 3
27.| Sulawesi 12 9 1 2 0
Tenggara

28.| Gorontalo 6 4 1 1 0
29.| Sulawesi Barat 5 5 1 0 0
30.| Maluku 11 5 0 1 0
31.| Maluku Utara 9 3 0 2 0
32.| Papua 29 21 1 1 1
33.| Papua Barat 11 7 2 1 0

Total 497 365 94 91 33

Berdasar rekapitulasi terakhir yang dilakukan peneliti, dengan
penelusuran mulai 25 Juni 2011; 23 April 2012; 25 April 2012; 26 April 2012;
28 April 2012; 29 April 2012; 30 April 2012; 01 Mei 2012; 02 Mei 2012; dan
03 Mei 2012 sebagaimana Lampiran 2, terdapat 22 (66,6 %) laman e-DPRD
provinsi dari total 33 DPRD Provinsi, 94 (23,6 %) laman e-DPRD kabupaten
dari total 399 DPRD kabupaten, dan 33 (33,7 %) laman e-DPRD kota dari
total 98 DPRD kota pada Mei 2014.

Pengecekan ke laman yang dikelola pemerintah eksekutif (e-Gov)
memperlihatkan tidak seluruh informasi tentang DPRD ditayangkan di domain
go.id. tersebut: Atau, beberapa laman pemerintah menyediakan halaman untuk
memberitakan kegiatan DPRD. Pengecekan ke laman pemerintah
kabupaten/kota juga memperlihatkan hal yang kurang-lebih sama. Untuk ke-
22 e-DPRD provinsi di atas, peneliti melakukan audit laman (web audit) untuk
menyusun informasi umum laman parlemen sebagaimana Lampiran 3.
Berdasar ketersediaan informasi umum e-DPRD provinsi, pemetaan laman

parlemen provinsi dieksplorasi lebih lanjut beserta konsekuensinya sebagai

ruang publik.

Tabel 6. Daftar laman e-DPRD provinsi

No | Kode | Provinsi e-DPRD

1. 12 Sumatera Utara http://dprd-sumutprov.qgo.id

2. 13 Sumatera Barat http://dprd-sumbarprov.go.id
3. 14 Riau http://dprd-kepriprov.qo.id

4, 15 Jambi http://dprd-jambiprov.go.id

5. 16 Sumatera Selatan http://dprd.sumselprov.go.id
6. 18 Lampung http://dprd-lampungprov.go.id
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7. 19 Kep. Bangka Belitung | http://dprd-babelprov.go.id

8. 21 Kepulauan Riau http://dprd-kepriprov.go.id

9. 32 Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id

10. | 33 Jawa Tengah http://dprd-jatengprov.go.id

11. | 34 DIY http://dprd-diy.go.id

12. | 35 Jawa Timur http://dprd.jatimprov.go.id

13. | 36 Banten http://dprd.bantenprov.go.id

14, | 51 Bali http://sekwandprd.baliprov.go.id

15. | 61 Kalimantan Barat http://dprd-kalbarprov.go.id

16. | 62 Kalimantan Tengah http://dprd-kaltengprov.go.id

17. | 63 Kalimantan Selatan http://dprd-kalselprov.go.id

18. | 64 Kalimantan Timur http://dprd-kaltimprov.go.id

19. | 72 Sulawesi Tengah http://dprd-sultengprov.go.id

20. | 73 Sulawesi Selatan http://dprdsulsel.go.id

21. |74 Sulawesi Tenggara http://www.dprd-sultraprov.go.id

22. |81 Maluku http://dprd-malukuprov.go.id

23. |91 Papua http://dprp.go.id

24, | 92 Papua Barat http://dprd-papuabaratprov.go.id (offline)
Catatan:

1. Pengecekan data: 25 Juni 2011; 23 April 2012; 25 April 2012; 26 April

2012; 28 April 2012; 29 April 2012; 30 April 2012; 01 Mei 2012; 02 Mei
2012; dan 03 Mei 2012.

“Kode” dalam kolom adalah Kode Wilayah dengan merujuk data dari
Pusdatinkomtel Setjen Kementerian Dalam Negeri.

Laman DPRD Provinsi Bali  (http://sekwandprd.baliprov.go.id)
dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 6 di atas, sebaran e-parlemen provinsi atau e-DPRD

Provinsi di Indonesia dipetakan dalam Gambar 3 berikut.
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Gambar 3. Peta laman parlemen provinsi
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Keterangan: Untuk hasil pemetaan interaktif dapat ditelusuri di
http://analisiseparlemen.eu5.org

C. Audit Laman Parlemen
Audit laman (website audit) merupakan proses mengumpulkan dan
mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan tatakelola laman --dalam hal ini
laman parlemen-- memenuhi tujuan lembaga. Menurut Pathak (2005: 1), audit
laman meliputi (1) perlindungan aset; (2) menjaga integritas data; (3)
mencapai cita-cita organisasi secara efektif; dan (4) mengkonsumsi sumber
daya secara efisien. Perlindungan aset untuk memastikan bahwa aset (baik
perangkat keras dan piranti lunak) dilindungi dari kerusakan atau kehancuran,
penggunaan yang tidak sah, dan pencurian. Integritas data berarti data akurat,
lengkap, dan konsisten. Aspek (1) dan (2) merupakan perhatian utama auditor.
Aspek (3) dan (4) merupakan garansi kesesuaian pilihan teknologi, baik sistem
dan aplikasi, yang mampu mencapai pemenuhan optimal cita-cita lembaga

secara efektif dan efisien.

(1) Audit umum

Untuk itu, penelitian ini melakukan audit terhadap 22 laman e-DPRD
Provinsi. Piranti untuk melakukan audit adalah StatsCrop. Audit laman
parlemen dilakukan pada 24 Maret 2014; 8, 17, 24 April 2014; dan 5 Mei
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2014, dengan satuan audit umum dan khusus. Untuk satuan audit umum,
dipilih 5 dari 19 fasilitas yang disediakan StatsCrop, yaitu (1) Alexa Rank; (2)
Pagerank; (3) SEO Score; (4) Primary Traffic; dan (5) Server Location®.
Alexa Rank adalah aplikasi pemeringkatan laman yang disediakan oleh Alexa,
sejak 1996, dengan rujukan pada seluruh laman yang ada di dunia sepanjang
mampu dikenali. Pagerank adalah Google PageRank (PageRank) yaitu
aplikasi pemeringkatan laman yang disediakan Google. SEO Score adalah
penetapan skor terhadap SEO (Search Engine Optimization, pengoptimal
mesin penelusur), yaitu kemampuan pengembang laman untuk mendesain
laman yang mampu ditelusur oleh mesin pencari. Primary Traffic adalah
posisi laman di dalam lalu lintas pemeringkatan Alexa dengan satuan
kewilayahan Indonesia. Server Location adalah lokasi tempat peladen (server)
laman berada.

Berdasarkan Lampiran 2, rekapitulasi laman parlemen (e-DPRD)
provinsi disajikan pada Tabel 7 di mana terdapat 22 laman provinsi (dari total
33 provinsi) yang teridentifikasi beserta perbandingannya dengan 33 laman
pemerintah provinsi (e-Gov).

Tabel 7. Rekapitulasi laman e-Gov dan e-DPRD provinsi

No | Kode | Jumlah Provinsi e-Gov e-DPRD
Kab/Kota
1. |11 23 NAD ] ®
2. |12 28 Sumatera Utara ] M
3. |13 19 Sumatera Barat [ 4|
4. |14 11 Riau ~ ®
5. 15 11 Jambi ] ®
6. |16 15 Sumatera Selatan ] [
7. |17 10 Bengkulu “ X
8. |18 15 Lampung ~ “
9. |19 7 Kep. Bangka Belitung | M [
10. | 21 7 Kepulauan Riau ] [
11. | 31 6 DKI Jakarta “ ®
12. | 32 27 Jawa Barat ~ “

9 StatsCrop menyediakan fasilitasi untuk mengaudit (1) Site Title; (2) Alexa Rank; (3)
Pagerank; (4) SEO Score; (5) Web Safety; (6) Child Safety; (7) Primary Traffic; (8)
CMS Platform; (9) IP Address; (10 Server Location; (11) Server Signature; (12)
HTML Version (13) Language; (14) Charset; (15) Not Supported Tags; (16) Page
Files; (17) Page Size; (18) Text Size; dan (19) Description.
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13. | 33 35 Jawa Tengah ] o]
14. | 34 5 DIY ] ]
15. | 35 38 Jawa Timur “ |
16. | 36 7 Banten “ |
17. | 51 9 Bali ] o]
18. | 52 10 Nusa Tenggara Barat | M ®
19. | 53 21 Nusa Tenggara Timur | M ®
20. | 61 14 Kalimantan Barat ~ ~
21. | 62 14 Kalimantan Tengah o] [
22. 163 13 Kalimantan Selatan ] ]
23. | 64 14 Kalimantan Timur [ 4|
24. |71 15 Sulawesi Utara [ 4|
25. | 72 11 Sulawesi Tengah o] ]
26. | 73 29 Sulawesi Selatan ] 4]
27. | 74 12 Sulawesi Tenggara “ “
28. | 75 6 Gorontalo ~ ®
29. | 76 5 Sulawesi Barat o] ®
30. | 81 11 Maluku ] ]
31. | 82 9 Maluku Utara ~ ®
32. |91 29 Papua ] ~
33. | 92 11 Papua Barat o] )

> | 497 33 22

Berdasarkan Tabel 7 di atas, dari 22 laman provinsi teridentifikasi

yang dapat diaudit dengan StatsCrop berjumlah 14 (dari 22 laman parlemen

provinsi atau 63%). Hasil identifikasi StatsCrop disajikan pada Tabel 8
berikut.
Tabel 8. Rekapitulasi identifikasi laman e-DPRD provinsi

Provinsi Beranda StatsCrop
1. Sumatera Utara http://dprd-sumutprov.go.id v
2. Sumatera Barat http://dprd-sumbarprov.go.id v
3. Sumatera Selatan http://dprd.sumselprov.go.id Tidak dikenal
4, Lampung http://dprd-lampungprov.go.id v
5. | Kep. Bangka Belitung | http://dprd-babelprov.go.id v
6. Kepulauan Riau http://dprd-kepriprov.go.id v
7. Jawa Barat http://dprd.jabarprov.go.id Tidak dikenal
8. Jawa Tengah http://dprd-jatengprov.go.id v
9. DIY http://dprd-diy.go.id v
10. | Jawa Timur http://dprd.jatimprov.go.id Tidak dikenal
11. | Banten http://dprd-bantenprov.go.id 4
12. | Bali http://sekwandprd.baliprov.go.id Tidak dikenal
13. | Kalimantan Barat http://dprd-kalbarprov.go.id v
14. | Kalimantan Tengah http://dprd-kaltengprov.go.id v
15. | Kalimantan Selatan http://dprd-kalselprov.go.id Tidak dikenal
16. | Kalimantan Timur http://dprd-kaltimprov.go.id v
17. | Sulawesi Utara http://dprd.sulutprov.go.id Tidak dikenal
18. | Sulawesi Tengah http://dprd-sultengprov.go.id v
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19. | Sulawesi Selatan http://dprdsulsel.go.id v
20. | Sulawesi Tenggara http://dprd-sultraprov.go.id Tidak dikenal
21. | Maluku http://dprd-malukuprov.go.id v
22. | Papua http://dprp.go.id Tidak dikenal

Hasil audit umum terhadap 14 laman e-DPRD provinsi disajikan dalam

Tabel 9 berikut. StatsCrop hanya mampu mengevaluasi 14 dari 22 (63%)

laman e-DPRD provinsi sedangkan 9 laman tak dikenali, yaitu laman e-DPRD

Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali,

Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, laman Papua.

Artinya, ke-9 laman tidak bisa dibaca oleh piranti StatsCrop.

Tabel 9. Hasil audit umum laman e-DPRD provinsi

Laman Alexa Rank | Pagerank | SEO Score | Primary Server
#) (%) Traffic (#) | Location
1 2 3 4 5

1. | Sumatera 5,204,789 3 55.9 70,281 | Indonesia
Utara

2. | Sumatera 6.283.873 3 55.9 - | Indonesia
Barat

3. | Lampung 13,026,170 278 - | Amerika

Serikat

4, Kep. Bangka 6,400,709 3 43.8 - | Indonesia
Belitung

5. K_epulauan 11,083,826 - 30.5 - Am_erlka
Riau Serikat

6. | Jawa Tengah 7,532,613 3 55.9 - | Indonesia

7. | DIY 12,631,514 3 58.8 - |-

8. | Banten 17,810,877 - 57.6 - | Indonesia

9. | Kalimantan 11,507,362 3 64.3 - -
Barat

10.| Kalimantan 7431670 4 61.8 - | Indonesia
Tengah

11. K_allmantan 5100343 4 53.1 - | Indonesia
Timur

12.| Sulawesi 14,502,230 2 50 - | Indonesia
Tengah

13.| Sulawesi 2,061,867 3 50 47,720 | Indonesia
Selatan

14.| Maluku 5,156,036 2 58.8 108,231 | Indonesia

e Alexa Rank

Berdasarkan pemeringkatan Alexa, posisi 5 terbanyak laman e-DPRD
provinsi ditempati olen DPRD Banten (#17.810.877); DPRD Sulawesi
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Tengah (#14.502.230); DPRD Lampung (#13.026.170); DPRD DIY
(#12.631.514); dan DPRD Kalimantan Barat (#11.507.362) dari total

laman di dunia. Salah satu aplikasi untuk mengetahui jumlah laman adalah

dengan InternetLiveStats.

Google PageRank (PageRank)

Berdasarkan pemeringkatan Google PageRank (PageRank), posisi 5
terbanyak laman e-DPRD provinsi ditempati oleh DPRD Kalimantan
Tengah (4); DPRD Kalimantan Timur (4); DPRD DIY (3); DPRD
Kalimantan Barat (3); dan DPRD Jawa Tengah (3). Google PageRank

merupakan salah satu aplikasi pemeringkatan “wajib” dan menjadi rujukan
sebab Google merupakan mesin penelusur terbesar dewasa ini. Tabel
berikut merupakan rekapitulasi pemeringkatan Google PageRank terhadap
laman e-DPRD Provinsi.

Tabel 10. Narasi pemeringkatan Google PageRank terhadap laman e-
DPRD provinsi

Laman Google PageRank

1. | Sumatera Utara We last checked Dprd-sumutprov.go.id on May
4, 2014, we found this site’s Google Pagerank is
3. The highest value is 3, the lowest value is 3,
the average is 3.

Google Pagerank Checker

Pagerank Apr 17, 2014 May 4, 2014
0.02.55.07.510.0

2. | Sumatera Barat We last checked Dprd-sumbarprov.go.id on May
4, 2014, we found this site’s Google Pagerank
is 3. The highest value is 3, the lowest value is 3,
the average is 3.

Google Pagerank Checker

Pagerank Mar 24, 2014 May 4, 2014 May 4,
2014 0.02.55.07.510.0

3. | Sumatera Selatan We last checked Dprd-lampungprov.go.id on
May 4, 2014, we found this site’s Google
Pagerank is 3. The highest value is 3, the lowest
value is 3, the average is 3.

Google Pagerank Checker

Pagerank Apr 17, 2014 May 4, 2014
0.02.55.07.510.0

4. | Lampung We last checked Dprd-lampungprov.go.id on
May 4, 2014, we found this site’s Google
Pagerank is 3. The highest value is 3, the lowest
value is 3, the average is 3.
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Kep. Bangka Belitung

We last checked Dprd-babelprov.go.id on May
4, 2014, we found this site’s Google Pagerank
is 3. The highest value is 3, the lowest value is 3,
the average is 3.

Jawa Tengah

We last checked Dprd-jatengprov.go.id on May
5, 2014, we found this site’s Google Pagerank
is 3. The highest value is 3, the lowest value is 3,
the average is 3.

Google Pagerank Checker

Pagerank May 5, 2014 May 5,
0.02.55.07.510.0

2014

Y
=

We last checked Go.id on Apr 2, 2014, we found
this site’s Google Pagerank is4. The highest
value is 4, the lowest value is 4, the average is 4.

Google Pagerank Checker

Pagerank Apr 8, 2012Apr 2, 2014 Apr 2, 2014
0.02.55.07.510.0

Kalimantan Barat

We last checked Dprd-kalbarprov.go.id on Apr
17, 2014, we found this site’s Google Pagerank
is 3. The highest value is 3, the lowest value is 3,
the average is 3.

Google Pagerank Checker

Pagerank Apr 17, 2014 Apr 17,
0.02.55.07.510.0

2014

Kalimantan Tengah

We last checked Dprd-kaltengprov.go.id on May
4, 2014, we found this site’s Google Pagerank
is 4. The highest value is 4, the lowest value is 4,
the average is 4.

Google Pagerank Checker
Pagerank  Apr 17,
20140.02.55.07.510.0

2014 May 4,

10.

Kalimantan Timur

We last checked Dprd-kaltimprov.go.id on May
4, 2014, we found this site’s Google Pagerank
is 4. The highest value is 4, the lowest value is 4,
the average is 4.

Google Pagerank Checker

11.

Sulawesi Tengah

Google PageRank (PageRank) is the Google
search engine is used to evaluate the importance
of a web page one of the methods.

We last checked Dprd-sultengprov.go.id on Dec
23, 2013, we found this site’s Google Pagerank
is 2. The highest value is 2, the lowest value is 2,
the average is 2.

12.

Sulawesi Selatan

Google PageRank (PageRank) is the Google
search engine is used to evaluate the importance
of a web page one of the methods.

We last checked Dprdsulsel.go.id on Apr 17,
2014, we found this site’s Google Pagerank is 3.
The highest value is 3, the lowest value is 3, the
average is 3.
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Google Pagerank Checker
Pagerank  Apr 17, 2014  Apr 17,
20140.02.55.07.510.0

13. | Maluku We last checked Dprd-malukuprov.go.id on May
5, 2014, we found this site’s Google Pagerank
is 2. The highest value is 2, the lowest value is 2,
the average is 2.

Google Pagerank Checker

Pagerank  Apr 17, 2014 May 5,
20140.02.55.07.510.0

SEO Score

Berdasarkan pemeringkatan SEO Score, posisi 5 terbanyak laman e-DPRD
provinsi ditempati oleh DPRD Kalimantan Barat (64,3%); DPRD
Kalimantan Tengah (61,8 %); DPRD DIY (58,8 %); DPRD Maluku
(58,8%); dan DPRD Banten (57,6 %). Ketatnya arus lalu lintas laman di

dunia menuntut para pengembang laman untuk mengoptimalkan laman
agar terbaca dan terkenali oleh piranti penelusur di ranah siber, sehingga
laman yang dikelola bisa digunakan dan berguna bagi para pegunjung
laman.

Primary Traffic

Berdasarkan pemeringkatan Primary Traffic yang didukung Alexa untuk
kewilayahan Indonesia, hanya terbaca tiga laman DPRD yaitu DPRD
Maluku (108.231#); Sumatera Utara (#70.281); dan Sulawesi Selatan
(#47.720); Primary Traffic merujuk pada jumlah lalu lintas pengguna

Internet di wilayah tertentu, yang dalam hal ini adalah Indonesia. Dengan
demikian, pemeringkatan Primary Traffic ditata dengan satuan Indonesia.
Peladen (server)

Berdasarkan pengecekan lokasi penyimpanan peladen (server), hanya dua
laman yang menyimpannya di luar Indonesia, yaitu e-DPRD Provinsi
Lampung (Dallas, Amerika Serikat) dan e-DPRD Provinsi Kepulauan Riau
(San Francisco, Amerika Serikat). Peladen (server) adalah sistem
komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam jejaring
komputer. Peladen tersebut biasanya untuk aplikasi, data, dan proxy
(mengatur lalu lintas di jaringan Internet).

43


http://www.statscrop.com/tools/pagerank/?url=dprdsulsel.go.id
http://dprd-malukuprov.go.id/
http://www.statscrop.com/tools/pagerank/?url=dprd-malukuprov.go.id
http://dprd-kalbarprov.go.id/
http://dprd-kaltengprov.go.id/
http://dprd-diy.go.id/
http://dprd-malukuprov.go.id/
http://dprd-bantenprov.go.id/
http://alexa.com/
http://dprd-malukuprov.go.id/
http://dprd-sumutprov.go.id/
http://dprdsulsel.go.id/

(2) Audit khusus

Untuk satuan audit khusus, penelitian ini memilih Socials Analysis dari

layanan StatsCrop yang tersedia. Socials Analysis untuk menganalisis media

sosial yang dioptimalkan oleh laman e-DPRD provinsi, yaitu Twitter,

Facebook Likes, Facebook Shares, Facebook Comments, Linkedin, Google +,

Delicious, Stumbleupon, dan Pinterest. Tabel berikut menyajikan hasil

pemeringkatan StatsCrop terhadap penggunaan media sosial dari masing-

masing laman e-DPRD provinsi.

Tabel 11. Analisis media sosial pada laman parlemen provinsi

Laman Socials Analysis

1. Sumatera Utara Twitter: 6

2. Sumatera Barat Twitter: 12
Facebook Likes: 3
Facebook Shares: 10

3. Sumatera Selatan -

4, Lampung Twitter: 1
Facebook Likes: 2
Facebook Shares: 1

5. Kep. Bangka Belitung | Twitter:4
Facebook Shares: 3

6. Kepulauan Riau Facebook Likes: 4
Facebook Shares: 4

7. DKI Jakarta -

8. Jawa Barat -

9. | Jawa Tengah 0

10. | DIY Twitter: 14
Facebook Likes: 52
Facebook Shares: 84
Facebook Comments: 91

11. | Jawa Timur -

12. | Banten Facebook Likes: 2
Facebook Shares: 4
Facebook Comments: 2

13. | Bali -

14. | Kalimantan Barat Facebook Likes: 49
Facebook Shares: 64

15. | Kalimantan Tengah Twitter: 1

16. | Kalimantan Selatan -

17. | Kalimantan Timur Twitter: 2
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Facebook Likes: 9
Facebook Shares: 5
Facebook Comments: 5
Google +: 1

18. | Sulawesi Utara -

19. | Sulawesi Tengah -

20. | Sulawesi Selatan Linkedin: 1

21. | Sulawesi Tenggara -

22. | Maluku 0

23. | Papua -

Berdasar Tabel 11 di atas, media sosial yang dipilih untuk membantu

keterhubungan laman dengan pengguna adalah Twitter, Facebook Likes,

Facebook Shares, Facebook Comments, Linkedin, dan Google +. Anggapan

yang dirujuk para pengembang laman untuk memasang aplikasi media sosial
di laman adalah bahwa jika masing-masing media sosial mempunyai para
pengguna dan pengguna tersebut meng-klik laman e-DPRD maka tingkat
popularitas laman e-DPRD akan naik. Linkedin sebagai media sosial dengan
klaim layanan unggul para profesional untuk berjejaring hanya dipilih di e-
DPRD Sulawesi Selatan dengan skor 1. Skor yang sama dimiliki Google + di

laman DPRD Kalimantan Timur. Sedangkan aplikasi media sosial yang paling

banyak dipakai para pengguna adalah Facebook (Facebook Likes, Facebook

Shares, dan Facebook Comments); menyusul Twitter. Popularitas Facebook
dan Twitter menempatkannya sebagai aplikasi pilihan media sosial untuk
laman.

Popularitas masing-masing laman juga bertautan dengan ketersediaan
menu yang dapat dipilih dan digunakan oleh para pengunjung sesuai
kebutuhannya.  World  e-Parliament  Conference  (2008:3) telah
merekomendasikan tatakelola e-parlemen dengan konsekuensi pemilihan
menu di laman parlemen, yaitu:

(1) Informasi dasar mengenai parlemen;

(2) Naskah dan pembahasan legislasi;

(3) Risalah dan kegiatan panitia tetap parlemen (panitia kerja, panitia
khusus);

(4) Risalah pembahasan rapat paripurna;

(5) Alat untuk akses dan sosialisasi;

(6) Penggunaan dan keberterimaan;
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(7) Komunikasi interaktif warga dengan anggota parlemen;
(8) Kekeliruan dan tatakelola.

Berdasarkan audit terhadap 22 laman e-DPRD provinsi, kedelapan
rekomendasi World e-Parliament Conference sudah tersedia di masing-masing
laman. Sebagai misal, (1) Informasi dasar mengenai parlemen ternyatakan

sebagai “Sejarah” pada menu “Profil” laman DPRD Sumatera Barat

dengan URL http://dprd.sumbarprov.go.id/profil/2/sejarah.html. Profil anggota

DPRD berdasarkan partai dan bukan bagian dari alat kelengkapan Dewan juga

ternyatakan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan memilih menu

“Fraksi”. Untuk (7) Komunikasi interaktif warga dengan anggota parlemen,
pilihan nama menu yang tersedia adalah beragam. Misalnya, DPRD

Kalimantan Tengah menyediakan “Kolom Aspirasi” di mana pengguna atau

warga mengisi “Nama,” “E-Mail,” dan “Isi” maksimal 200 huruf untuk
berinteraksi dengan DPRD.

Berdasarkan hasil audit terhadap laman e-DPRD provinsi dan
ketersediaan menu di masing-masing laman, fungsi laman parlemen provinsi
sebagai ruang publik belum ternyatakan. Laman parlemen sebagai ruang di
mana warga-yang-terwakili dengan anggota Dewan yang-mewakili saling
berinteraksi, berdiskusi, membahas permasalahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan provinsi tak ternyatakan dalam halaman-halaman laman
parlemen. Artinya, laman parlemen provinsi tidak terkelola sebagai ruang

publik sebagaimana ajuan Habermas.
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BAB III.
LAMAN PARLEMEN SEBAGAI RUANG PUBLIK

A. Kapasitas Kepublikan Laman Parlemen

Kapasitas kepublikan laman parlemen dalam hal ini adalah
kemampuan laman parlemen, yang dalam penelitian ini adalah laman DPRD
provinsi, untuk menjadi ruang warga dan wakil rakyat mendiskusikan
permasalahan yang teraspirasikan dan menjadi kewenangan parlemen
provinsi. Kemampuan laman parlemen dipahami sebagai kapasitas laman
untuk memfasilitasi ruang diskusi berdasarkan ketersediaan menu di laman
parlemen tersebut. Sehubungan dengan hasil audit umum dan khusus terhadap
laman parlemen provinsi, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan
narasumber. Wawancara untuk mengelaborasi kapasitas kepublikan laman
parlemen provinsi sebagai ruang publik, yang dalam penelitian ini dipilih
laman DPRD DIY?.

Kilas kasus: Kapasitas kepublikan laman DPRD DIY
Profil:

Laman . http://dprd-diy.go.id
Surat-e : dprddiy@yahoo.co.id

SMS : 0811258400
Telepon :0274-512688 pesawat 2419, 375497
Fax : 0274-512688 pesawat 2419, 375497

Alamat  : Jalan Malioboro No. 54 Yogyakarta

Peta Situs (secara alfabetis):

* Agenda
« APBD
* Berita
« Counter

20 Data merujuk pada Samroni, I, 2011, “e-Parlemen DIY: Yang Mewakili dan Diwakili
Dalam Dunia Maya,” dalam https://imamsamroni.wordpress.com/2012/08/11/e-
parlemen-diy-yang-mewakili-dan-diwakili-dalam-dunia-maya diakses tanggal 25 Juli
2014.

47


http://dprd-diy.go.id/
http://dprd-diy.go.id/
mailto:dprddiy@yahoo.co.id
https://imamsamroni.wordpress.com/2012/08/11/e-parlemen-diy-yang-mewakili-dan-diwakili-dalam-dunia-maya
https://imamsamroni.wordpress.com/2012/08/11/e-parlemen-diy-yang-mewakili-dan-diwakili-dalam-dunia-maya

*  Dokumen

*  Email

* Forum/Forum Diskusi
*  Fraksi-fraksi

o Galeri

* Home

* Hot Issues
* Info DPRD

» Keluhan/Aduan/Info
* Kontak Anggota

* Link
* Perda Online
+ Polling

*  Produk Hukum

* Profil Anggota

* R&D

» Sekretariat Dewan
» Stop Press

e Surat-surat

e Tata Tertib

* Vote Raperda

Pada awalnya, program laman Parlemen DIY diinisiasi dan difasilitasi
oleh IRI (Internasional Republic Institute). Dengan berakhirnya program,
laman parlemen diserahkan ke DPRD DIY dan dikelola oleh admin yang
berstatus PNS di Setwan (Sekretariat Dewan) DPRD DIY, Sub Bagian Data
dan Teknologi Informasi.

Dengan memasang judul laman (site title) “e-Parlemen menjalin
komunikasi antara rakyat dengan wakilnya,” laman ini mendukung kedudukan
DPRD DIY (selanjutnya ditulis: Dewan) sebagai badan legislatif daerah.
DPRD DIY memandang perlu untuk mengelola media aspirasi agar rakyat
dapat menyampaikan aspirasinya secara lebih cepat dan mudah. Salah satu
media aspirasi yang dianggap cukup efektif adalah laman parlemen sehingga
rakyat, khususnya rakyat DIY dimanapun berada, dapat menyampaikan
aspirasi, sumbang saran, dan pikiran demi kemajuan DIY tanpa dihambat oleh
ruang dan waktu. Alat yang disediakan oleh admin selaku pengelola laman

parlemen adalah email (surat elektronik), SMS (Short Message Service,
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layanan pesan singkat), telepon, fax, layanan pos, dan tentu saja pertemuan
tatap-muka dalam bentuk audiensi langsung.

Berdasarkan asas keterwakilan, maka diasumsikan bahwa laman
parlemen DIY melayani aspirasi 2.751.761 rakyat DIY yang menggunakan
hak pilih pada Pemilu Legislatif 2009%. Konsekuensinya, ke-55 anggota
Dewan menindaklanjuti aspirasi 2.751.761 pemilik suara di tingkat Fraksi,
Komisi, Panitia Tetap, dengan layanan dari Setwan DPRD DIY, sebagaimana
diatur dalam Tata Tertib. Fraksi bukanlah alat kelengkapan Dewan. Fungsi
sebagai anggota fraksi adalah wakil dan representasi kepentingan partai politik
masing-masing anggota Dewan. Partai Politik yang mempunyai wakil di
Dewan secara alfabetis adalah PAN (8 anggota); Partai Demokrat (10); Partai
Gerindra (3); Partai Golkar (7); Partai Hanura (1); PDI Perjuangan (11); PKB
(5); PKS (7); dan PPP (3). Sesuai dengan Tata Tertib Dewan, maka nama-
nama Fraksi adalah sebagai berikut:

1) Fraksi Demokrat;

2) Fraksi Kebangkitan Bangsa;

3) Fraksi Partai Amanat Nasional;

4) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

5) Fraksi Partai Golkar;

6) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;

7) Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya (hasil
penggabungan Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PPP).

Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran merupakan
representasi anggota Dewan sebagai wakil rakyat, yaitu yang berhubungan
dengan tugas dan kewajiban komisi dan panitia tetap, sebagaimana diatur

dalam alat kelengkapan Dewan?. Komisi-komisi meliputi Komisi A, B, C,

21 Jumlah pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009 merujuk data dalam http://kpud-
diyprov.go.id, data diunduh pada 26 Januari 2011.

22 Berdasar Keputusan DPRD Provinsi DIY No. 36/K/DPRD/2010 tanggal 17 September
2010 tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Keanggotaan Alat Kelengkapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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dan dan D?®. Sedangkan Panitia Tetap adalah Badan Musyawarah, Badan
Anggaran, Badan Legislasi Daerah, dan Badan Kehormatan.

Di dalam posisi inilah, partisipasi rakyat berupa penyampaian aspirasi
menjadi modal utama bagi anggota Dewan untuk menjalankan tugas dan
fungsi sebagai wakil rakyat, yaitu untuk melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyampaian aspirasi bisa
melalui pertemuan tatap-muka dalam bentuk audiensi langsung, layanan pos,
atau laman parlemen dengan fasilitasi fitur yang tersedia (email, SMS,
telepon, dan fax). Penyampaian aspirasi rakyat dan tindak lanjut pembahasan
di Dewan dengan keterlibatan aktif rakyat dan anggota Dewan merupakan
bentuk ruang publik. Dengan demikian, keberhasilan tugas dan fungsi
kedewanan dipengaruhi oleh partisisipasi rakyat.

Berdasarkan profil laman parlemen DIY di atas, penelaahan dengan
pendekatan yang dikembangkan Usman (2015: 5), bahwa laman parlemen
merupakan fasilitas umum (public utilities), dikelola dengan skema sebagai
bagian dari tanggung jawab pemerintah (public service obligation), dan
dikelola pemerintah sebagai tanggung gugat dan sekaligus menjadi hasilan
(outcome) untuk pembangunan masyarakat informasi serta keterhubungan
rakyat dengan wakil rakyat melalui laman parlemen. Pilihan teknologi laman
parlemen adalah teknologi canggih (high technology). Konteks teknologi pada

laman parlemen adalah enabler, menghubungkan rakyat dengan wakil rakyat

% Tugas masing-masing Komisi adalah sebagai berikut. (1) Komisi A, membawahi
bidang pemerintahan, yang meliputi: pemerintahan, kepegawaian/aparatur/diklat,
ketenteraman dan ketertiban umum, informasi dan komunikasi, hukum/perundang-
undangan, umum, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, sosial
politik, lembaga swadaya rakyat, kearsipan, perwakilan dan kesekretariatan DPRD;
(2) Komisi B, membawahi bidang perekonomian, yang meliputi: perindustrian,
perdagangan, pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan
kelautan, usaha kecil menengah dan koperasi; (3) Komisi C, membawahi bidang
keuangan, yang meliputi: keuangan daerah, perpajakan, retribusi, aset daerah/aset
milik daerah, BUMD, pengawasan dan investasi; (4) Komisi D, membawahi bidang
pembangunan, yang meliputi: pekerjaan umum, pemetaan dan tata ruang wilayah,
penataan dan pengawasan bangunan, perhubungan dan transportasi, pertambangan dan
energi, lingkungan hidup, penerangan jalan umum dan perencanaan. Lihat Keputusan
DPRD Provinsi DIY No. 36/K/DPRD/2010.
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melalui perdebatan publik di laman parlemen. Untuk proses provisi dan
utilisasi laman parlemen meliputi ketersediaan material (perangkat keras,
piranti lunak, aplikasi), biaya, sumber daya, desain, teknologi, dan kesiapan
warga.

Oleh karena itu, kapasitas kepublikan laman parlemen DIY dianalisis
dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Usman (2011) sebagaimana
Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Pendekatan kapasitas kepublikan laman parlemen
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Berdasarkan Gambar 4 di atas, analisis kapasitas kepublikan disajikan
sebagaimana Tabel 12 berikut. Analisis dengan merujuk tanggapan
narasumber (spoken interaction) terhadap hasilan perumusan jaring kausal
(written text) laman e-parlemen sebagai ruang publik. Adapun identitas
narasumber dan pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut: (1) Edi Ariadi
Mardiono, warga Makassar, 5 September 2011; (2) Asdar Muis RMS,
budayawan Makassar, 5 September 2011; (3) Luthfia Hassan, warga kelahiran
Gorontalo, Makassar, 6 September 2011; (4) Hassan Natsir, nelayan berdarah
Bugis, Makassar, 7 September 2011; (5) Rakin Fatahilah, warga Kota Baru,
Yogyakarta, 10 Oktober 2011; (6) Suhartono, warga Banguntapan, Bantul, 11
Oktober 2011; (7) Sutoyo, warga Terban, Yogyakarta, 12 Oktober 2011; (8)
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Susiana, warga Depok, Sleman, 12 Oktober 2011; (9) P.K. Murjono, Staf
Sekretariat Dewan DPRD DIY, Yogyakarta, 28 Januari 2011

Tabel 12. Kapasitas Kepublikan Laman Parlemen

Pendekatan

(1) Kapasitas menyediakan

o Perangkat dan aplikasi

o Leadership dan komitmen

o SDM

(2) Kapasitas menggunakan

o Kemampuan personal, komunitas, dan sistem

e | Jejaring dan kerjasama

o Pola pengelolaan

(3) Keluaran (Output)

° Relevansi

o Efek/dampak

° Efisiensi

° Efektivitas

e | Sustainability

(1) Kapasitas menyediakan
e Perangkat dan aplikasi
Hasil audit dengan StatsCrop menunjukkan bahwa kapasitas perangkat dan
aplikasi laman parlemen DIY berjalan optimal untuk menjembatani
komunikasi antara rakyat dengan wakil rakyat di ranah siber, terutama
dengan pilihan operasi piranti open source (sistem terbuka).
Sistem informasi laman parlemen juga memungkinkan kelancaran
navigasi. Fitur komunikasi yang dipilih oleh admin juga merupakan
teknologi komunikasi yang popular, terutama SMS. Dilihat dari jumlah
aduan dan aspirasi yang masuk di laman, data menunjukkan minimnya
aduan dan aspirasi.
Narasumber 9, selaku admin, menjelaskan bahwa jumlah pengunjung di
laman adalah apa adanya dan tidak direkayasa dengan teknik tertentu.
Pernyataan tersebut untuk menanggapi tentang ketidakpercayaan terhadap
jumlah angka yang tersaji dalam fitur “Counter Total Pengunjung” di

mana dengan teknik perengkahan (cracking) dimungkinkan untuk
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mempercepat dan dengan demikian memperbanyak jumlah kunjungan.
Menurut Narasumber 9, dalam hal serangan peretas terhadap keamanan
laman termasuk sering terjadi. Sejauh ini, dengan basis operasi piranti
open source, serangan dari para peretas tidak cukup untuk membobol
ketahanan sistem keamanan e-parlemen DIY.

e Leadership dan komitmen

Menurut Narasumber 9, terdapat kepercayaan dari pimpinan dan anggota
Dewan untuk mengoptimalkan pengelolaan laman parlemen DIY sebagai
ikon e-Gov DIY. Dukungan lain dari Sekretariat Dewan, yang bukan
melulu masalah capaian tugas pokok dan fungsi, melainkan juga sebagai
tanggung jawab mengoptimalkan laman sebagai penjalin komunikasi
antara rakyat dengan wakilnya di e-parlemen. Visi Sekretariat Dewan
DPRD yaitu “Menjadi institusi yang profesional, antisipatif dan responsif
dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD
Daerah Istimewa Yogyakarta”24.

e SDM

Sumber Daya Manusia yang mengelola laman parlemen DIY adalah Sub
Bagian Data dan Teknologi Informasi, Bagian Legislasi dan Pengkajian,
Sekretariat Dewan DPRD. Dalam pernyataan Narasumber 5, “Domain
go.id kurang asyik itu,” lebih merupakan ungkapan umum bahwa domain
pemerintahan, yaitu go.id., biasanya kurang memikat untuk dikunjungi,
baik dari desain template, isi, pilihan bahasa, dan jarang dimutakhirkan

untuk perkembangan kontemporer yang melibatkan kepentingan warga.

2 Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2014, tugas Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi adalah
menyelenggarakan perpustakaan, menyebarluaskan data dan informasi serta
mengembangkan sistem dan teknologi informasi. Sedangkan fungsinya vaitu: (1)
penyusunan program Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi; (2)
penyelenggaraan pelayanan, pengadaan, pengolahan dan perawatan bahan pustaka; (3)
penyebarluasan data dan informasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; (4)
pengembangan sistem dan teknologi informasi; (5) pelaksanaan inter koneksi data ke
website; (6) pengelolaan perangkat keras dan lunak untuk mendukung kelancaran
penyebarluasan data dan informasi; (7) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan program Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi.
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Narasumber 2 menuturkan bahwa,

Saya tidak tahu mengapa suasana debat di Dewan tidak ditulis atau
dilaporkan di laman Dewan. Jangan-jangan ini masalah SDM
(sumber daya manusia)-nya yang menulis atau yang membikin
video yang layak tayang. Saya sendiri berpendapat bahwa biarkan
cara berkomunikasi ini berproses, yang penting hasil yang
dibicarakan, yang dibahas, bisa bermanfaat bagi kepentingan
warga.

Narasumber 2 beralasan bahwa jika suasana debat ketika mengagendakan
rapat-rapat bisa direkam dalam risalah pembahasan, tentu dengan menjaga
“rahasia negara” laman parlemen berpotensi besar sebagai sumber

penyelesaian masalah warga dan bangsa.

(2) Kapasitas menggunakan

¢ Kemampuan personal, komunitas, dan sistem

Seluruh pimpinan dan anggota Dewan berhubungan dengan gangan
(gadget) apapun, telepon genggam yang terhubung Internet, komputer,
atau laptop. Kantor Dewan juga sudah memasang Wi-Fi. Jika penggunaan
dipahami sebagai kunjungan ke laman parlemen, maka secara personal,
rata-rata anggota Dewan sudah menggunakan atau mengunjungi laman
parlemen. Di samping itu, secara fraksional, yang menghubungkan
anggota Dewan dengan partai politik, juga berkebutuhan dengan laman
parlemen, setidak-tidaknya untuk mengikuti kecenderungan masalah
beserta pembahasannya di Dewan.

Rata-rata narasumber menyoal fungsi pengawasan yang dari anggota
Dewan yang, sepanjang terunggah di laman, cenderung menyoalnya dari
sisi administrasi dan kurang dari ekonomi-politik. Menurut Narasumber 2,
sudut pandang ekonomi politik terhadap program pembangunan akan lebih
bermakna dari sisi pengawasan, terutama agar pilihan program tidak
mengalami perulangan bentuk. Perulangan bentuk program lebih
memudahkan pengawasan dan pelaporan, tetapi jika diulang-ulang

cenderung mengabaikan perkembangan kebutuhan warga,
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“Sosialisasi peraturan daerah yang selama ini berbentuk seminar --
sekali terjadi dan dianggap cukup serta menjadi laporan eksekutif
setiap tahun-- adalah bentuk pelecehan terhadap warga. Warga
belajar, berubah, apalagi dengan perubahan media pembelajaran.
Perda nomor sekian sudah dilaksanakan, sudah diseminarkan, dan
sudah dilaporkan oleh dinas, tetapi warga tetap tidak tahu perda
tersebut. Terus, bagaimana kita menafsirkan sosialisasi program?
Selama ini, itu yang dilakukan eksekutif dan aneh, ... Terus
bagaimana pengawasan Dewan? Bagaimana diskusi di partai-partai
politik yang mempunyai wakil di Dewan? Itu tak pernah dimuat di
laman parlemen”.

Untuk itu, dibutuhkan pembacaan yang lebih kritis sehubungan dengan
temuan Bawasda atau dari DPRD sendiri sekaligus menindaklanjutinya
secara strategis. Dengan demikian, fungsi pengawasan Dewan mampu
menjangkau ke klaim outcome, bukan lagi output capaian program. Fungsi
pengawasan menjadi olok-olok terutama ketika berita agenda kunjungan
kerja sebagai representasi fungsi pengawasan menjadi “nglencer” atau
jalan-jalan tak produktif dan dibiayai APBD. Salah seorang wartawan di
Jogja bahkan mengingatkan bahwa medianya pernah memberitakan
tentang waktu yang dibutuhkan anggota dewan untuk makan siang dalam
pengawasan lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk mengawasi
proyek pembangunan itu sendiri®®. Jika kunjungan anggota Dewan atau
partai-partai politik yang mempunyai wakilnya di DPRD di laman
parlemen sudah terjadi, sedangkan rata-rata narasumber menyoal
kegunaan laman terutama dari sisi pemberitaan hasil pengawasan Dewan,
masalahnya menjadi patologi sistem parlemen, terutama dalam hal
penyediaan data di laman parlemen sebagai ruang publik.

e Jejaring dan kerjasama

Dari asosiasi Dewan dan Sekretariat Dewan belum ada agenda khusus

yang membahas e-parlemen®. Hal ini menjadi kewajiban pemerintah

2> Perbincangan pribadi dengan wartawan Kedaulatan Rakyat, pada 27 September 2009.

%8 Untuk asosiasi Dewan terdiri dari ADPSI (Asosiasi DPRD Propinsi Se-Indonesia);
ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia); dan ADEKSI (Asosiasi
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untuk melakukan perkuatan laman parlemen sebagai bagian dari sistem
informasi komunikasi publik.

e Pola pengelolaan

Laman parlemen dikelola oleh, yang untuk laman DPRD DIY, adalah Sub
Bagian Data dan Teknologi Informasi, Bagian Legislasi dan Pengkajian,
Sekretariat Dewan DPRD DIY. Optimalisasi kinerja pengelolaan laman
terlihat dari pola pengelolaan, yaitu dimulai dari Sekretaris DPRD DIY ke
Bagian Legislasi dan Pengkajian, untuk selanjutnya ditangani oleh Sub

Bagian Data dan Teknologi Informasi dalam hal pengelolaan laman.

(3) Keluaran (Output)

¢ Relevansi

Rata-rata narasumber berpendapat bahwa dalam zaman yang serba
bergegas, kehadiran laman parlemen merupakan keharusan dan
mempunyai relevansi yang tepat waktu, di mana warga bisa berinteraksi
dengan wakil rakyat melalui media Internet di dalam kondisi kapan pun.
Tetapi jika dilihat dari fitur yang disediakan di laman parlemen, sejumlah
narasumber mengusulkan adanya penambahan fitur untuk meningkatkan
relevansi laman parlemen untuk kepentingan pengunjung selaku rakyat
yang terwakili oleh wakil rakyat. Menurut Narasumber 3 yaitu,

Forum untuk berdiskusi ternyata belum ada, ... ya yang saya
bayangkan seperti Forum Kaskus di mana Kaskuser bisa
berbincang, beradu alasan, saling meyakinkan, dan seterusnya.
Bagaimana kita bisa mengatakan laman parlemen sebagai ruang
publik? Tetapi saya melihat potensinya ada, harus kita dorong.
Untuk itu saya tetap berharap. Termasuk, bagaimana Kkita
mengetahui kelanjutan aspirasi, sudah dibahas di fraksi atau
komisi?”.

Narasumber 8 juga berpendapat bahwa laman parlemen merupakan tempat
yang paling tepat untuk mendiskusikan nasib publik di ruang publik

parlemen, di mana,

DPRD Kaota Seluruh Indonesia). Untuk Sekretariat Dewan adalah ASDEKSI (Asosiasi
Sekretaris DPRD Kab./Kota Seluruh Indonesia).
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“Dewan adalah lembaga di mana keputusan publik diputus untuk
dilaksanakan pemerintah eksekutif. Keputusan publik yang diputus
berasal dari masalah bersama yang membutuhkan penyelesaian.
Jadi, laman parlemen sebagai sumber informasi publik, bukan
sampah fakta jadi-jadian, sehingga warga mempunyai rujukan
dalam hal ini. Ruang publik yang paling original dalam hal ini ya
di laman parlemen”.

Narasumber 2, 3, dan 8 juga mengusulkan agar dokumen RAPBD dan
pembahasannya diunggah di laman parlemen untuk mencegah
berlangsungnya penyalahgunaan penguasaan informasi publik. Dengan
demikian, keputusan untuk menghadirkan informasi yang bermakna dan
berpihak bagi kesejahteraan rakyat adalah keutamaan laman parlemen.
Dalam pembicaraan sebelumnya, Narasumber 9 mengungkapkan kesulitan
untuk mengunggah data RAPBD karena kebijakan dari pemerintah
eksekutif di mana sering berubahnya peraturan perundang-undangan,
sehingga masalah penempatan dan penganggaran dalam nomenklatur dan
digit anggaran berpotensi berubah.

Sebaliknya, Narasumber 6 berpendapat bahwa Dewan seharusnya
melakukan evaluasi untuk perkuatan dialog langsung bersama rakyat
secara intensif. Pilihan ke laman parlemen, dengan konsekuensi perhatian
dan penganggaran, justru akan melemahkan interaksi tatap-muka itu
sendiri,

“Jika sudah cepat (melalui laman parlemen, pen.) ya terus apa?
Kita kembalikan ke masalah komunikasi, masalah silaturahim
dulu, baru ngomong caranya: Jangan dimulai dari caranya
berkomunikasi dulu. Terbalik itu. Apakah sudah ada evaluasinya
(dialog dengan konstituen, pen.).”

Dengan latar budaya yang berbeda, Narasumber 1 dan 2 berpendapat
bahwa terdapat nilai-nilai dalam dialog tatap-muka yang tidak
terakomodasi dan tak ternyatakan di dalam interaksi yang dimediasi
Internet di laman parlemen,

“Ini masalah budaya berkomunikasi, ... dengan bertemu langsung,
bertatap muka, kita sebagai warga lebih menghormati wakil kita di
Dewan. Rujukan budaya dalam hal ini adalah Siri’ Na Pacce, harga
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diri yang harus dipertahankan dengan sepenuh hati terhadap janji
yang sudah terlisankan. Saya tidak tahu, tetapi pendasaran moral
budaya untuk konsensus yang Anda tanyakan dalam konteks di
Makassar adalah budaya Siri’ Na Pacce ini, yaitu ketika kita sudah
bersepakat ya kita pertahankan dan kita ikhtiarkan bersama. ...
Jadi, lebih efektif ya bertemu langsung, jadi kita tahu bagaimana
suasana hati anggota Dewan,” (Narasumber 1).
Dalam pernyataan Narasumber 2, Siri’ Na Pacce merupakan “rasionalitas
budaya dan bertautan dengan hal-ihwal berinteraksi,” termasuk interaksi
antara rakyat dengan wakil rakyat, baik dengan tatap-muka maupun yang
dimediasi Internet di laman parlemen. Dengan demikian, relevansi bukan
melulu ihwal kehebohan pemberitaan tentang pembangunan laman
parlemen, terutama pembangunan infrastruktur fisik, melainkan
bagaimana pendasaran nilai intangible berinteraksi tetap menggerakkan
perdebatan publik di ruang laman parlemen.
Narasumber 7 menegaskan bahwa “Yang penting, anggota Dewan itu ‘kan
kerjanya,” yaitu kerja kedewanan untuk menindaklanjuti, mendialogkan,
dan mengkomunikasikan aspirasi rakyat yang merupakan kemaslahatan
bersama. Jika titik awal yang sama antara rakyat dan wakil rakyat dalam
Pemilu Legislatif, kebersamaan saat reses bersama konstituen, dan agenda
lain --sebagai dasar berdemokrasi-- tidak bertemu dalam titik akhir, karena
tak ternyatakan dalam perkakas yang bernama e-parlemen, maka
pembangunan e-parlemen tidak memajukan relevansi dari sisi program,
lebih menunjukkan entrofi dalam pengelolaan informasi publik, dan
memperlihatkan terjadinya defisit demokrasi. Rasio antara satu wakil
rakyat dan jumlah pemilih sebagaimana ditetapkan dalam DPT (Daftar
Pemilih Tetap), yang berarti pertanggungjawaban seluruh agenda
kedewanan seorang wakil rakyat ke seluruh pemilih, menjadi norma
tatakelola e-parlemen. Pembangunan e-parlemen yang tidak memajukan
relevansi adalah dusta waktu politis, yaitu jumlah waktu saat
berkampanye, memilih, mengamanahkan aspirasi, juga menyiapkan
pertanggungjawaban. Dusta inilah yang memurukkan kehormatan lembaga
parlemen itu sendiri yang tersajikan melalui laman parlemen.
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o Efek/dampak

Menurut Narasumber 3, laman parlemen merupakan rumah bagi anggota
Dewan, di mana warga mendapat pemberitaan yang sahih tentang
parlemen langsung dari sumbernya,

“Dengan laman parlemen tentu kita berharap bahwa anggota
Dewan bisa lebih optimal bekerja. Jika beliau sudah benar
kerjanya, sesuai aturan hukum, mengapa mesti takut? Dan Kita juga
punya sumber berita yang lebih sahih, langsung dari Dewan. Jika
dari sumber yang lain, nanti yang diberitakan pasti hanya yang
heboh-heboh, bukan yang pokok-pokok. Laman parlemen
menjadikan kita bisa menjadi rakyat yang diwakili anggota Dewan.
Jika yang mewakili menyimpang, kita langsung mengingatkan,
menegur di rumahnya, di laman parlemen ini”.

e Efisiensi

Efisiensi laman parlemen ditanggapi dengan setuju dan tidak setuju oleh
narasumber. Persetujuan merupakan efisiensi sepanjang narasumber sudah
tidak menyoal biaya untuk bisa terhubung dengan anggota Dewan dan
sebaliknya pernyataan tidak setuju sebab justru membebani warga untuk
bisa berinteraksi. Dalam pernyataan Narasumber 2,

“Anda sepertinya Jakarta banget hahaha .... Bukankah tanpa
diperantarai Internet warga bisa berkomunikasi? Bukankah media
bukan hanya yang berhubungan dengan Internet? Saya menyoal
pernyataan Anda, bahwa sekarang adalah zaman di mana kita
terhubung secara global sehingga memunculkan kompleksitas
blablabla. Tetapi, apa arti terhubung secara global jika dipahami
dengan sudut pribadi-warga yang akan berinteraksi dengan anggota
Dewan, dengan tuturan bahasa Indonesia sebagai bahasa
kenegaraan? Di mana letak globalnya? Dalam hal ini, mengapa kita
menyebutnya sebagai perkara global. Dan mengapa kita buru-buru
harus menggesernya menjadi yang-dimediasi-Internet? Globalisasi
itu bahasa pedagang. Sila Anda kaji kebijakan Pemerintah China
untuk memperkuat Baidu dulu, start-up China dulu, baru membuka
vendor dari negara lain sekelas Google. Ini yang tidak berani
dilakukan oleh pemerintahan sehingga Indonesia menjadi penting
menurut vendor sebab Indonesia adalah pasar yang potensial”.

Narasumber 4 juga berkeberatan, bahwa “untuk omong-omong dengan
anggota Dewan harus beli pulsa Internet ya mahal itu bayarnya”.

Sebaliknya Narasumber 3 dan 8 tidak mempermasalahkan belanja pulsa
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untuk bisa terhubung ke laman parlemen sebab keduanya menggunakan
fasilitas koneksi Internet di kantornya.

e Efektivitas

Sebagaimana efisiensi kepublikan laman parlemen, dalam hal efektivitas
juga ditanggapi dengan pro dan kontra oleh narasumber. Narasumber 1, 2,
4, dan 6 mengapresiasi pentingnya optimalisasi interaksi langsung antara
rakyat dengan wakil rakyat; sebaliknya Narasumber 3 dan 8
berkesimpulan bahwa Indonesia sudah membutukan laman parlemen.
Dalam pernyataan Narasumber 6,

“Jumlah pertemuan anggota Dewan dengan warga ditambah,
risalahnya apa dan tindaklanjutnya bagaimana. Di Singapura,
anggota Dewan menemui konstituennya dan warga secara periodik
dan tanpa gembar-gembor pemberitaan, katanya juga -efektif
menyelesaikan permasalahan. Terus, sebenarnya masalahnya apa
dan siapa? Jika urusan kabupaten ya serahkan Dewan kabupaten,
jika masalahnya urusan pemerintah eksekutif ya jangan ke Dewan
dong, tapi langsung instansinya. Memang Dewan itu dewa ya, yang
bisa menyelesaikan apa saja”.

Sebaliknya, Narasumber 3 mengapresiasi efektivitas laman parlemen

dengan,

“Iyalah, kita terbantu jika aktivitas kedewanan ditulis di laman
Dewan. Kita jadi tahu, misalnya jika berurusan dengan masalah
persekolahan kontaknya dengan partai atau fraksi apa yang punya
wakil di Dewan, dengan komisi berapa, eksekutif yang berwenang
siapa saja. Menurut saya, jika apa-apa harus bertemu dengan
anggota Dewan, ya anggota Dewannya beralih tugas jadi penerima
tamu dan sibuk tebar pesona dong”.

Seluruh narasumber sepakat bahwa efektivitas laman parlemen adalah
dalam hal tindak lanjut pembahasan apa sesudah diaspirasikan warga dan
bagaimana Dewan melibatkan warga dalam pembahasan tersebut.
Narasumber 2 menyoal kosakata khas anggota Dewan bahwa suara warga
“akan ditampung,”

“Itulah pelecehan terhadap akal budi kita. Setiap waktu kita
mendengar jawaban itu, seakan-akan anggota Dewan tidak
didukung oleh partai politik yang mengusungnya, oleh komisi atau
panitia tetap yang membahasnya, oleh pemerintah eksekutif yang
selalu melaporkan perkembangan program. Seakan-akan anggota
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Dewan tidak punya alat komunikasi atau bahkan, maaf, tidak becus
berargumentasi. Apa maksud aspirasi ditampung? Itu adalah
jawaban anggota Dewan yang tak capable, ... kalau tak sanggup ya
di-PAW (Pergantian Antar Waktu, pen.) saja! Lantas bagaimana
menindaklanjuti aspirasi jika hanya ditampung? Terus, apa yang
seperti ini ditayang di laman parlemen? Saya tidak melihatnya”.

e Sustainability

Sustainability atau keberlanjutan laman parlemen diapresiasi oleh
narasumber sebagai permasalahan peningkatan kualitas isi untuk bisa
berfungsi sebagai ruang publik. Hal ini merupakan apresiasi narasumber
ketika melihat hasil rekapitulasi jumlah laman parlemen di Indonesia, baik
provinsi ataupun kabupaten/kota.

“Saya belum melihat laman parlemen sebagai ruang publik. Sebab
parlemen sendiri belum menjadi ruang publik di mana kita, rakyat
Jogja, yang mencintai NKRI, tetap mengedepankan kejuangan dan
kepeloporan,” (Narasumber 6).

Narasumber 2 menanggapi sustainability laman parlemen, dengan,

“Faktanya e-parlemen sudah dibangun, dikelola. Dan biasanya ya
dilanjutkan sebagaimana e-goverment. Kita sudah mengkritik
seradikal apapun ya dianggap sebagai masukan untuk melanjutkan
dan memperkuat e-goverment. Saya melihat e-parlemen pun
demikian, idem, lebih bernuansa projek. Saya tak tertarik. Jadi,
buat apa saya menanggapi? Mending memperkuat Fanpages
Facebook saya, yang Anda kategori sebagai parlemen online.
Justru di parlemen online itulah ruang publik terbangun dan
terbukti. Anda bisa kaji kasus Revolusi Melati di Timur Tengah,
apa yang berlangsung di Iran, dan tentu di Tanah Air. Dan ruang
publik itu bukan di e-parlemen”.

Narasumber 8 melihat titik-lemah laman parlemen sebagai ruang publik,
yaitu,

“Dewan sekarang lebih merupakan mitra pemerintah. Jiwa corsa
parlemen sebagaimana lembaga yang berdaulat semakin
disingkirkan dengan perubahan suasana kebatinan pada UU
Pemerintahan Daerah yang No. 32 Tahun 2004, yang
menggantikan No. 22 Tahun 1999. Njenengan sudah tidak bisa
beranggapan fungsi legislasi yang melekat di dalam kedewanan
ternyatakan dengan serta merta. Dan ini berlaku di seluruh
Indonesia, baik Dewan provinsi maupun kabupaten/kota. Lebih
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jauh, Njenengan tidak bisa berharap secara struktural bahwa
parlemen desa mampu menolak atau sedikit mengelola ruang desa
agar tidak melulu menjadi pasar besar berbasis desa-desa, sebab
lebih banyak menyangkut kewenangan pusat. Dan hal inilah yang
harus kita diskusikan di ruang publik yang paling original, ya di
laman parlemen”.

Narasumber 8 mengapresiasi keberlanjutan laman parlemen sebagai
pengharapan,

“Bonus demografi, konsekuensi demokrasi, tawaran teknologi
mobile, ikhtiar untuk masadepan Indonesia yang normatif lebih
baik... itu adalah fakta yang harus dikelola. Salah satu cara adalah
dengan e-parlemen. Bahwa masih banyak hal yang harus
diperbaiki, memangnya ada sistem yang sempurna di dunia yang
fana ini? Anggota Dewan korupsi, eksekutif selaku pelaksana
program dan anggaran juga korupsi, dan seterusnya. Mari Kkita
bincangkan di e-parlemen, kita beradu alasan, dengan hati yang
tetap dingin. Dan saya percaya itu”.

Berdasarkan hasil audit dengan piranti StatsCrop terhadap laman
parlemen dan apresiasi dari narasumber, pendekatan di atas memajukan
risalah bahwa,

(1) Dalam hal kapasitas menyediakan, kepublikan laman parlemen sudah
berjalan, baik dari perangkat dan aplikasi, leadership dan komitmen, serta
SDM.

(2) Dalam hal kapasitas menggunakan, kepublikan laman parlemen harus
ditingkatkan, baik kemampuan personal, komunitas dan sistem; jejaring
dan kerjasama; serta pola pengelolaan.

(3) Dalam hal keluaran (output), kepublikan laman parlemen membutuhkan
skema perbaikan untuk meningkatkan relevansi, efek/dampak, efisiensi,
efektivitas, dan sustainability.

Kehadiran laman parlemen niscaya didorong dan diuji terus untuk
menjalankan fungsi keterwakilan dan memperluas layanan kelembagaan
parlemen. Sebagai media interaksi antara rakyat dengan wakil rakyat di ranah
siber, kemanfaatan e-parlemen adalah untuk mengelola kebenaran, kejujuran,
dan normatif. Dan hal itu dalam satuan politik keseharian, sehingga kebenaran
secara jujur untuk norma kebaikan menjadi basis tindakan bersama. Artinya,
masih ada apresiasi terhadap laman parlemen sebagai ruang publik bagi rakyat
yang menjadi pembayar pajak.
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B. Konsensus Rasional vis-a-vis Algoritma di Dalam Ruang Publik yang

Dimediasi Internet

Pertumbuhan jumlah laman parlemen di Indonesia dengan potensinya
sebagai ruang publik, yang didukung dengan pembangunan infrastruktur,
penjualan telepon genggam?’, aplikasi parlemen yang mobile, jumlah halaman
yang diunggah, tanggapan melalui media sosial, dan pendukung lainnya,
mengandaikan keterhubungan antara “kedaulatan rakyat” dengan “perwakilan
rakyat” dalam e-parlemen. Menurut Hardiman (2005), dalam masyarakat
majemuk dewasa ini, sistem politik “hanyalah” salah satu subsistem di antara
subsistem lain dalam masyarakat pelik. Untuk itu, dibutuhkan konsep
kedaulatan rakyat secara baru, dengan melampaui sistem perwakilan itu, yaitu
intensitas interaksi diskursif di antara berbagai subsistem di dalam
masyarakat. Kedaulatan rakyat adalah “totalitas bentuk” dan “isi komunikasi”
tentang persoalan-persoalan publik yang berlangsung, baik di dalam sistem
politik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun di dalam masyarakat.

“Totalitas bentuk” dan “isi komunikasi” merupakan kunci untuk
memasuki perdebatan klaim “konsensus rasional” menurut Habermas Vis-a-vis
klaim kuasa algoritma sebagai pengatur ruang publik yang dimediasi Internet.
Habermas (2006, 423) mengapresiasinya sebagali,

“Within established national public spheres, the online debates of
web users only promote political communication, when news
groups crystallize around the focal points of the quality press, for
example, national newspapers and political magazines”.

Di dalam ruang publik, perdebatan warga hanya mempromosikan
komunikasi politik, ketika kelompok berita mengkristal di sekitar fokus
kualitas pers, misalnya surat kabar dan majalah politik nasional. Jika ada
aplikasi yang realistis mengenai gagasan kedaulatan rakyat untuk masyarakat

yang sangat pelik, itu harus melepaskan diri dari pemahaman konkret yang

2T Untuk pengecekan secara real time jumlah penjualan telepon, laman, jejaring media
sosial, dan data lain bisa ditelusur pada tautan yang disiapkan Sir Timothy Berners-
Lee, biasa dipanggil “TimBL,” di http://internetlivestats.com.
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terwujud dalam kehadiran fisik. Pembangunan infrastruktur fisik ruang publik
yang dimediasi Internet niscaya diimbangi dengan pembelajaran tentang
“konsensus rasional”.

Klaim “konsensus rasional” bertujuan untuk mengontrol kekuasaan.
Habermas menegaskan, dalam wawancaranya dengan Schwering (2014),

Setelah penemuan penulisan dan pencetakan, komunikasi digital
adalah inovasi besar ketiga peralatan media. Ketiga bentuk media
tersebut telah meningkatkan jumlah orang untuk mengakses informasi.
Dengan Internet, kita dihadapkan dengan semacam “aktivasi”’ di mana
pembaca telah menjadi penulis. Namun, hal ini tidak secara otomatis
menghasilkan kemajuan pada tingkat ruang publik. Sepanjang Abad
ke-19, dengan bantuan buku dan surat kabar, kita menyaksikan
kelahiran ruang publik nasional di mana perhatian kepada jumlah yang
terdefinisi secara bersamaan bisa berlaku untuk masalah yang identik
sama. Namun hal ini tidak tergantung pada tingkat teknis dengan fakta-
fakta yang dikalikan, dipercepat, atau diberlakukan selamanya. Pada
intinya, hal ini adalah gerakan sentrifugal yang sama yang masih
berlangsung hari ini di laman.

Lingkup publik klasik berasal dari kenyataan bahwa perhatian publik
yang anonim itu “terkonsentrasi” pada beberapa pertanyaan politik penting
yang harus diatur. Hal inilah yang tidak bisa dilakukan oleh laman, yang oleh
Habermas ditegaskan sebagai,

Laman tidak tahu bagaimana mengaturnya. Laman benar-benar
mengalihkan perhatian dan menghalaunya. Pikirkan, misalnya, ribuan
portal yang lahir setiap hari: Untuk kolektor perangko, untuk sarjana
hukum tatanegara Eropa, untuk kelompok pendukung mantan pecandu
alkohol. Dalam magnum mare suara digital ini masyarakat komunikatif
seperti kepulauan tersebar: Terdapat miliaran jumlahnya. Apa ini ruang
komunikatif (ditutup dalam diri mereka sendiri) yang kurang adalah
ikatan inklusif, termasuk lingkup publik untuk menyoroti hal-hal apa
yang benar-benar penting. Untuk menciptakan ini ‘“konsentrasi,”
pertama-tama perlu untuk mengetahui bagaimana memilih --
mengetahui dan mengomentari-- kontribusi yang relevan, informasi,
dan isu-isu. Singkatnya, bahkan dalam magnum mare suara digital,
keterampilan jurnalistik tua yang baik --yang diperlukan saat ini karena
mereka kemarin-- tidak boleh hilang. (Schwering, 2014).

A contrario, apa yang disebut Habermas sebagai “Laman tidak tahu
bagaimana mengaturnya. Laman benar-benar mengalinkan perhatian dan

menghalaunya,” merupakan kuasa algoritma yang mengatur dan
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mengendalikan tatakelola di ranah siber. Pasca-1995, Internet, www (World
Wide Web), dan teknologi yang terhubung menjadi kesadaran publik (Bidgoli,
2004:121). Internet direkayasa untuk menjawab permasalahan pelik dengan
cara terbuka melalui kerjasama antar para pendukungnya di ruang sosial.
Dengan desain arsitektur yang terbuka, Internet telah berkembang menjadi
infrastruktur Abad ke-21: Mendukung pertukaran berkas suara dan video,
animasi, keterhubungan 3-dimensi, sampul media, ruang rumpi, dan
perpesanan langsung.

Sejak awal, Internet merupakan kepentingan bersama antara
pemerintah, laboratorium kampus, dan industri. Inovasi Internet untuk
mengoptimalkan seluruh produk media komunikasi menjadikannya semakin
populer dengan dampak sosial dan ekonomi sebagaimana kendaraan bermotor
diinovasi pada awal 1900 (Kline, 1997: 39). Pertumbuhan, perubahan, dan
percepatan perubahan yang disebabkan Internet memungkinkan warga saling
berkomunikasi di ranah siber. Menurut Rainie (2007), warga yang terhubung
telah berfungsi sebagai homo connectus di dalam kesehariannya; Atau
mengutip Economist (2015) adalah phono sapiens, sebab telepon genggam
dengan perkembangan ukuran dan kemampuannya untuk terhubung telah
mengancam penggunanya. Saling keterhubungan antar-warga bersama
parapihak tersebut juga menggeser dari yang “ius privatus” menjadi “ius
publicus” di ruang-ruang publik dengan pengendalian oleh algoritma.

Menurut Alvaro (2014), istilah “algoritma” berasal dari nama

Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780-850), yang pada awalnya adalah

seperangkat aturan yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika
dengan angka Arab. Dalam perkembangannya, algoritma dimaknai sebagai
seperangkat prosedur untuk menyelesaikan permasalahan. “Mesin semesta”
yang dikembangkan Alan Turing, 1937, yang mendasarkan teori manipulasi
simbol pada strip pita menurut tabel aturan dan dapat disesuaikan untuk
mensimulasikan logika algoritma komputer, menemukan fungsi strategisnya
pada IP (Internet Protocol, 1969), URL (Uniform Resource Locator, 1994),
dan WWW (World Wide Web, 1995). IP dan WWW menjadi tempat di mana
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data disimpan, diakses, diproses, dan diindeks komputer dari manapun di
seluruh dunia; sedangkan URL memungkinkan algoritma untuk berinteraksi
dan berinterkoneksi. Keterhubungan algoritma di URL semakin pelik
senyampang dengan pertumbuhan dan persebaran jumlah komputer yang
terhubung Internet.

Apapun yang kita lakukan di depan komputer yang terhubung Internet,
kegiatan tersebut tercatat, terolah, dan selanjutnya rekam jejak tersebut
terhimpun dan terinformasikan ke pengguna yang lain: Menulis, mengunggah,
dan membagikan berita; mencari tautan luar; menandai berita dengan tagar,
memutuskan “suka” atau “tak suka,” dan sebagainya. Algoritma menavigasi
himpunan data besar dan menjadikannya sebagai informasi publik di ranah
siber. Jadi, algoritma mengelola informasi, mengelola keterhubungan, dan
membentuk identitas dari konteksnya sebagai platform online.

Platform online ini semakin membesar dan terhubung sebagai
lingkungan sosio-teknis yang otomatis dan serba cepat. Menurut Neil Johnson
dan tim, dalam Tero Karppi (2015), waktu yang dibutuhkan manusia untuk
menanggapi diukur dalam milidetik, sedangkan waktu yang dibutuhkan
keuangan algoritma hanya nanodetik, sehingga manusia tidak bisa
menanggapi skala algoritma ini. Sebagai gambaran, dengan menggunakan
data yang diterbitkan Facebook, Constine (2012) menghitung pemrosesan data
per hari di Facebook terdapat 2,5 milyar isi; 2,7 milyar tombol “like” dipilih;
300 juta foto. Sedangkan di laman lain, terdapat 72 jam video terunggah di
Youtube setiap menit. Algoritma menjadi logika kunci yang mengatur arus
informasi di mana dengan kemudahannya menjadikan pengguna Internet
semakin tergantung. Menurut Langlois, dalam Tarleton (2012), algoritma
merupakan “kekuatan untuk mengaktifkan dan menetapkan kebermaknaan,
mengelola bagaimana informasi diterima pengguna, dengan distribusi yang
masuk akal”. Atau, menurut Schonberger dalam Hickman (2013), “hukuman
berdasarkan kecenderungan,” jika prediksi data menjadi penilaian dan

penghukuman dan bukannya untuk mengambil keputusan secara rasional.
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Penyalahgunaan data besar memunculkan kediktatoran data dengan posisi
warga menjadi terdampak.

Kekuatan algoritma di “tempat pertemuan” antar-pengguna,
komunitas, lembaga, korporat, dan pemerintah adalah kemampuannya untuk
menetapkan kebermaknaan lalu lintas data besar yang dimediasi Internet ini
sebagai politik komputasional. Menurut Tufekci (2014), politik komputasional
mengacu pada penerapan metode komputasi untuk data besar, baik yang
berasal dari sumber data online maupun offline, untuk melakukan
penjangkauan, persuasi, dan mobilisasi dalam pemilihan maupun mendukung
atau menentang calon yang maju dalam pemilihan. Dalam hal ini, informasi
bersifat asimetris di mana pemegang data mengetahui banyak hal tentang
informasi pengguna dan sebaliknya pengguna tidak mengetahui apa yang
dikelola dan dikendalikan oleh pemegang data. Kondisi lalu lintas informasi
asimetris yang dikendalikan algoritma yang didesain pemegang data inilah
yang menjadi pokok soal ruang publik yang dimediasi Internet. Apa yang
disebut “kedaulatan netizenship” di mana warga di ruang publik yang
dimediasi Internet yang bebas dari penguasaan menjadi kontradiktif. Bahkan
identitas netizenship juga disoal sebab platform di Twitter, sebagai kasus,
memungkinkan satu warga membuat akun dalam jumlah tak terbatas. Di
dalam data besar, kekuasaan algoritma berpotensi mematahkan kebebasan
berpendapat dan diskusi sebagai kekuatan integrasi ruang publik sebagaimana
diidealkan Habermas.

Lebih jauh, Pepi (2011) menyebut bahwa algoritma merupakan
“instrumen kolonisasi”: “bisa dibilang prestasi tunggal budaya dan intelektual
dari zaman kita: kekuatan berbasis laman dari algoritma, metode kita untuk
mengakses konten... telah dijajah hampir semua aspek kehidupan kita sehari-
hari”. Atau, dalam ungkapan Masnick (2008), Google sebagai “diktator yang
baik hati,” telah menjawab apa yang kita telusuri di Internet dan mengarahkan
jawaban-jawaban tersebut dengan PageRank. Algoritma Google PageRank
menjawab pertanyaan kita berdasar otoritas (sesuai dengan jumlah kutipan),

pengunjung (menurut jumlah kunjungan), kedekatan (menurut rekomendasi),
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dan kecepatan (menurut agregasi real-time dan apa yang penting menurut
trending topic).

Apa yang menjadi volonte generale (kehendak umum)® di parlemen
melalui pembahasan dan pengambilan keputusan yang mewakili kepentingan
seluruh rakyat, yang oleh Habermas dimulai dari perdebatan rasional di ruang
publik bergeser sebagai: Bagaimana data yang menjadi volonte generale
disiapkan dan dihidangkan oleh penghimpun data besar dengan kuasa
algoritma. Dalam kasus Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2012, bagaimana
Google menyiapkan “penyesuaian” di dalam mesin telusurnya sehingga
ketersediaan data lebih “berpihak” kepada Barack Obama dan bukan
sebaliknya kepada Willard Mitt Romney (Angwin, 2012). Kasus lain adalah
mengapa tagar #occupywallstreet tidak menjadi trending topic Twitter di New
York di mana demonstrasi pendudukan Wall Street berlangsung di New York
(Gillespie, 2012). Terakhir adalah simpulan Kramer dkk. (2014) yang
melakukan penelitian eksperimental dengan 310.000 pengguna Facebook di
mana pergeseran Kkecil emosi orang-orang di sekitar kita dapat menggeser
suasana hati kita sendiri, bahkan saat online.

Kilasan kasus perseteruan antara konsensus rasional Habermas vis-a-
vis algoritma di dalam ruang publik yang dimediasi internet di atas, menurut
peneliti, justru menempatkan kekuatan sumbang saran Habermasian terhadap
kuasa algoritma justru untuk menyelamatkan ruang publik siber. Pembacaan
bagaimana algoritma menjadi instrumen strategis yang memasuki ruang-ruang
dunia-kehidupan adalah sekaligus bagaimana mengelola dan melawannya.
Untuk itu, sudah saatnya sosiologi siber menelusuri dan melibatkan diri dalam
kuasa algoritma sebagai pengatur lalu lintas jejaring pemberitaan, isi, dan

analisis kecenderungan di ranah siber®. Sebagai gambaran, riset-riset

8 Volonté générale adalah istilah yang ditulis Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
dalam “Kontrak Sosial” (Du contrat social).

2% Sosiologi siber, dalam tilikan Jianhua Ma meliputi (1) Keberadaan manusia baik di
ruang siber dan fisik; (2) Struktur/relasi sosial manusia dan aktivitas di ruang siber-
fisik; dan (3) Menerapkan ilmu/fakta siber dan penerapannya di ilmu siber/rekayasa.

68


https://google.com/
http://twitter.com/
http://facebook.com/

programatis untuk menjawab pokok permasalahan umat dan menjadi
keprihatinan publik terhadap kuasa algoritma sudah dirintis sejumlah
pribadi/lembaga, misalnya,

(1) Bandung Fe Institute, pendekatan ilmu kompleksitas untuk menelaah
sistem sosial di Indonesia

(2) GigaScience, merevolusi analisis reproduktibilitas kajian biomedis.
(3) Jianhua Ma, mengembangkan smart ubiquitous-things.

(4) RC51, mempromosikan pengembangan teori sociocybernetic dan
kompleksitas dalam ilmu-ilmu sosial.

(5) Sociam sebagai bagian dari Oxford e-Research Centre, mengeksplorasi
teori dan praktik mesin sosial

(6) Twitteropolis, peta European Parliament di Twitter.

Lihat Jianhua Ma, 2009, Cyber Science &  Sociology, dalam
http://cis.k.hosei.ac.jp/~jianhua

69


http://bandungfe.net/
http://gigascience.biomedcentral.com/
https://cis.k.hosei.ac.jp/~jianhua/
https://sociocybernetics.wordpress.com/category/about/
http://oerc.ox.ac.uk/projects/sociam
http://oerc.ox.ac.uk/
http://europarl.europa.eu/external/html/twitteropolis/default_en.htm?epbox%5biframe%5d=true&epbox%5bwidth%5d=1280&epbox%5bheight%5d=950
http://europarl.europa.eu/
https://twitter.com/
http://cis.k.hosei.ac.jp/~jianhua

BAB IV.
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan Bab Il dan Bab [, penelitian ini
mengajukan kesimpulan sebagai berikut:
1. Kapasitas laman parlemen sebagai ruang publik

Evolusi parlemen ke e-parlemen merupakan saling keterhubungan antara
(1) e-parlemen; (2) organisasi internasional; (3) lembaga pendukung (4)
dan lembaga donor global. Ekosistem e-parlemen terbangun melalui
pertemuan dua tahunan yang melibatkan 181 parlemen nasional,
pengorganisasian oleh tiga organisasi internasional, 190 organisasi
pendukung parlemen yang beroperasi di lebih dari 80 negara, dan lembaga
donor global. e-Parlemen juga tengah berevolusi sebagai parlemen yang
mobile dengan penetrasi Internet, penjualan telepon genggam yang mampu
mengakses Internet, dan sebaran infrastruktur TIK.
Hasil pemetaan laman parlemen di Indonesia memperlihatkan terdapat 22
(66,6 %) laman e-DPRD provinsi dari total 33 DPRD Provinsi, 94 (23,6
%) laman e-DPRD kabupaten dari total 399 DPRD kabupaten, dan 33
(33,7 %) laman e-DPRD kota dari total 98 DPRD kota pada Mei 2014.
Kapasitas kepublikan laman parlemen adalah (1) Dalam hal kapasitas
menyediakan, kepublikan laman parlemen sudah berjalan, baik dari
perangkat dan aplikasi, leadership dan komitmen, serta SDM; (2) Dalam
hal kapasitas menggunakan, kepublikan laman parlemen harus
ditingkatkan, baik kemampuan personal, komunitas dan sistem; jejaring
dan kerjasama; serta pola pengelolaan; dan (3) Dalam hal keluaran
(output), kepublikan laman parlemen membutuhkan skema perbaikan
untuk meningkatkan relevansi, efek/dampak, efisiensi, efektivitas, dan

sustainability.
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2. Argumentasi rasional versus algoritma di ruang publik yang
dimediasi Internet
Perdebatan antara konsensus rasional Habermas vis-a-vis algoritma di
dalam ruang publik yang dimediasi Internet menempatkan algoritma
sebagai faktor strategis. Untuk itu, mengenali algoritma yang
disalahgunakan untuk kepentingan instrumen strategis di dunia-kehidupan
adalah sekaligus mengelola dan melawan penyalahgunaan tersebut. Untuk
itu, sosiologi siber niscaya menelusuri dan melibatkan diri dalam kuasa
algoritma sebagai pengatur lalu lintas jejaring pemberitaan, isi, dan

pengatur kecenderungan di ranah siber

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan saran-saran
sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan valuasi sosial terhadap laman parlemen di Indonesia,
dari laman DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Valuasi
sosial laman parlemen untuk menjawab (1) Interoperabilitas antar-laman
sehingga lebih mampu menjawab dan menindaklanjuti suara warga; (2)
Perkuatan staf e-parlemen untuk mengelola cara-cara berinteraksi dengan
manajemen pengetahuan, sebab laman parlemen merupakan perkara
enabler dan bukan melulu masalah pilihan teknologi informasi dan
komunikasi, (3) Optimalisasi kemanfaatan laman parlemen sebagai media
rakyat yang berinteraksi dengan wakil rakyat dalam hal legislasi,
penganggaran, dan pengawasan, warga negara dengan hak dan kewajiban
yang dijamin Kkonstitusi, dan pengguna layanan siber yang sadar sebagai
konsumen.

2. Dibutuhkan riset-riset programatis dengan sudut pandang sosiologi siber
(cyber-sociology) untuk mengenali dan melawan algoritma yang berupa
kode atau protokol di ranah siber yang disalahgunakan oleh penghimpun
data. Kecenderungan interaksi sosial yang dimediasi Internet menunjukkan

pola dan corak yang semakin pelik yang terhubung secara global.
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Penguatan argumentasi rasional merupakan uji keabsahan terhadap
kepentingan algoritma yang tampil sebagai tindakan strategis dan lebih

berorientasi pada rasionalitas bisnis di ranah siber.
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